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KATA SAMBUTAN

uji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

karena telah selesainya laporan penelitian yang

dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan
dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam kesempatan ini, saya selaku
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
secara khusus menyambut baik atas terselesaikannya penulisan
laporan penelitian tentang “Kajian Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan di Daerah 3T”. Penelitian ini sangat berguna
dalam rangka mengevaluasi program nawacita Jokowi vyaitu

pemerataan pendidikan.

Sarana dan parasarana pendidikan seyogyanya dapat
dinikmati oleh seluruh anak bangsa Indonesia dari sabang sampai
Merauke tanpa pengecualian. Tetapi pada kenyataannya
ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan tersebut belum
merata ke seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah 3T.
Laporan ini mencoba memetakan ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan di daerah 3T. Untuk itu, dalam kesempatan
ini, selaku Kepala Puslitjakdikbud saya menyampaikan terima
kasih kepada tim peneliti atas kerja kerasnya sehingga penelitian
dan penulisan laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tiada
gading yang tak retak, demikian pula hasil penelitian ini masih
memerlukan masukan dari semua pihak karena berbagai

kekurangan yang ada. Kiranya penelitian dan penulisan ini dapat



berguna bagi semua pihak. Atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo
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KATA PENGANTAR

embangunan pendidikan di daerah 3T (Terdepan,
Terluar dan Tertinggal) merupakan salah satu
implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah
dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan
pembangunan pendidikan daerah 3T tersebut difokuskan pada:
upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan

dasar; yakni pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dasar
tersebut, kondisi akses pendidikan di Indonesia masih belum
merata ke seluruh tanah air, terutama di daerah 3T. Masih terdapat
disparitas dalam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah
tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Salah satu upaya
untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan
pelayanan dasar di daerah 3T tersebut, adalah dengan
meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana dan
prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.

Namun demikian untuk memenuhi hal tersebut, perlu
diketahui sampai sejauh mana ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana di daerah 3T. Kajian ini berupaya memetakan kondisi
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah 3T
serta menyusun rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan di daerah 3T tersebut.
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Kami berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi
bagi pembuat kebijakan yang sedang berupaya membangun
pendidikan terutama di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau,
khususnya di daerah 3T.

Selamat Membaca.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti
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Situasi kelas dan kelengkapan sarana salah satu sekolah di wilayah 3T



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

embangunan pendidikan yang merupakan program

prioritas Pemerintah saat ini membangun pendidikan

dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang dituangkan
dalam Nawacita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) turut serta melaksanakan nawacita tersebut lewat
sejumlah kebijakan dan program yang mendukung peningkatan
kualitas pendidikan dan kebudayaan di wilayah terluar, terdepan,

dan tertinggal (3T).

Pembangunan pendidikan di daerah 3T tersebut merupakan
salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah
dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. Pembangunan Pendidikan
di daerah 3T tersebut merepresentasikan Nawa Cita ke tiga, yaitu
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.
Dengan demikian, program pembangunan pendidikan ini menjadi
agenda prioritas yang harus segera ditangani dan dapat diselesaikan
pada tahun 2019.



Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Sebagai Agenda Prioritas
Perlindungan & Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019

NAWACITA

.................................. =

® Meningkatkan Kualitas Hidup
Manusia Indonesia melalui
Program Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja & Indonesia
Sejahtera

oy
& Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa .:"'
Dalam Kerangka Negara
Kesatuan ’

9 Memperteguh
Kebhinekaan dan
Memperkuat Restorasi
Sosial Indonesia

Gambar 1.1. Nawacita Pendidikan 2015-2019

Pada tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Penanganan daerah
tertinggal pada periode 2015-2019 dilakukan pada 122 Kabupaten.
Jumlah tersebut merupakan hasil dari terentaskannya 70
kabupaten dari 183 kabupaten tertinggal pada periode RPJMN
2010-2014 dan adanya 9 kabupaten tertinggal yang berasal dari
Daerah Otonom Baru (DOB). Sedangkan pada akhir RPJMN 2015-
2019 ditargetkan dapat terentaskan paling sedikit 80 kabupaten
tertinggal.

Dalam upaya pengentasan 122 kabupaten tersebut telah
disusun arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah
tertinggal yang difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah

tertinggal untuk mempercepat pembangunan pendidikan; (b)



upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan
dasar; dan (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang
didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan
infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan

kawasan strategis.

v +Penyediaan lapangan kerja baru

i +Meningkatkan iklim investasi (insentif bagi investasi padat pekerja)
ﬂ;:;‘n;n Tvmb:h +Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang menguntungkan pekerja dan pengusaha

esempatan
Kerja Memgpm ePerbaikan sistem perpajakan
fﬂ\l «Peningkatan produktivitas sektor pertanian
‘*" 4 oJenis industri yang lebih beragam dan produksi yang memiliki nilai tambah

Produktimtas «Akses pengelolaan lahan bagi penduduk kurang mampu

4

ePengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal
eLayanan keuangan mikro

+Optimalisasi akses produksi

Pengembangan
ekononu
produktif dan
UMKM

eIntegrasi bantuan sosial
ePeningkatan pe han hak dasar dan pelibatan bagi penyandang

( { ePerluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan informal

Sosial disabilitas, lansia serta masyarakat marjinal
R i In i ey PR e iV ey S Pen A e e L PR e ey S mA I A e g I \
: :‘“, \ {- Kualitas prasarana pelayanan dasar :
1 B ePenjangkauan pelayanan dasar |
! Pelayanan Dasar |
| T T T e ———— 7’

Gambar 2.2. Agenda Prioritas Pemerintah, 2015-

Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dasar
tersebut, kondisi akses pendidikan di Indonesia masih belum
merata ke seluruh tanah air. Hasil olah Susenas tahun 2017
menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam pendidikan
antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status
ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah
tangga, maka semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang
dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan
meningkatnya jenjang pendidikan. Status ekonomi rumah tangga
yang rendah cenderung ditemukan di daerah 3T. Dari hasil Susenas

tersebut, status ekonomi rumah tangga dibedakan dalam lima



kuintil, yaitu Kuintil 1 dan Kuintil 2 adalah rumah tangga dengan
status ekonomi rendah, Kuintil 3 dan Kuintil 4 adalah rumah
tangga dengan status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 adalah

rumah tangga dengan status ekonomi tinggi.

KUINTIL 5 I—105.58 KUINTIL 5 IS_— 0,57
KUINTIL 4 107,56 KUINTIL 4 _— - <0
KUINTIL 3 - 107,75 KUINTIL 3 — o' 23

KUINTIL 2 I 10071 KUINTIL 2 I ¢ 55
KUINTIL 1 I 0ooc KUINTIL 1 - c6.04

Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar Berdasarkan
Kuantil
Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan
pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah

tangga sama dengan pendapatannya.

Dari grafik diatas, terdapat semacam anomali angka APK
SD/Sederajat yang justru menunjukkan tren semakin rendah
tingkat ekonomi maka semakin besar angka APK SD/Sederajat,
yakni 106,58 persen untuk status ekonomi tinggi (Kuintil 5) dan
109,98 persen pada status ekonomi rendah (Kuintil 1). Anomali
tersebut dapat dijelaskan dengan kembali pada definisi APK itu
sendiri yakni proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah
pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur
sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yang

artinya dapat mencakup anak di luar batas umur sekolah pada



jenjang pendidikan tersebut. Artinya, dapat dimungkinkan bahwa
pada Kuintil 1 terdapat orang tua yang menyekolahkan anaknya
meski umurnya belum mencapai umur sekolah dengan jenjang
pendidikan yang bersesuaian, siswa yang terlambat bersekolah,
atau pengulangan kelas. Di sisi lain, pada Kuintil 5 telah banyak
orang tua yang notabene memiliki status ekonomi tinggi memiliki
kesadaran untuk menyekolahkan anaknya sesuai jenjang umur
yang bersesuaian. Misalnya, orang tua yang tidak buru-buru
memasukkan anaknya yang masih berumur 6 tahun ke SD dan
menyekolahkan anaknya pada PAUD.

Namun, pada tingkat pendidikan SMP terdapat disparitas
nilai APK antar status ekonomi rumah tangga. Partisipasi sekolah
lebih besar di rumah tangga dengan status ekonomi tinggi (Kuintil
5) dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi rendah
(Kuintil 1), walaupun perbedaan yang dihasilkan hanya pada angka
4,53 persen, namun hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi
para pemangku kebijakan untuk menekan biaya pendidikan pada

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan
dasar dan kebutuhan pelayanan dasar; serta pengembangan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan
meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan fasilitas
pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pasal
45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU No. 20 Tahun 2003) menyebutkan bahwa setiap satuan
pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,
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emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam UU No. 23 Tahun
2003 tersebut dijelaskan bahwa secara nasional, tujuan pendidikan
diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan
perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
(3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Pilar Pemeratan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah
satu upaya meningkatkan kualitas peserta didik melalui penciptaan

dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar
mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di
antaranya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan
prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang
penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di
sekolah, wuntuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam
pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan
dapat tercapai (Depdiknas, 2007).

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang
berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung.
Ditinjau dari fungsi atau peranannya, sarana pendidikan dibedakan
menjadi tiga macam yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media
pengajaran (Sulistyowati & Rohayati, 2006). Sementara prasarana
pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan
belajar mengajar, seperti bangunan dan furniture sekolah. Mutu
pendidikan nasional tidak dapat terlepas dari ketersediaan sarana
dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang layak, memadai, dan
merata hingga ke seluruh pelosok negeri serta peserta didik (murid)

yang berkualitas.



Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu
diperhatikan. Kondisi ruang kelas yang baik mendukung proses
pembelajaran yang kondusif. Namun sayangnya, sebagian besar
ruang kelas dalam kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun
rusak berat/total. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase ruang
kelas yang rusak lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan
menengah. Meskipun demikian, dibandingkan Tahun Ajaran
2015/2016 kondisi ruang kelas jenjang pendidikan dasar membaik.
Hal ini terlihat dari bertambahnya persentase ruang kelas dalam
kondisi baik.

Tabel 1.1. Kondisi Ruang Kelas Tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017

Kondisi Ruang Kelas Kondisi Ruang Kelas
. TA 2015/2016 TA 2016/2017
Pe]ririlizgllfan Rusak Rusak Rusak Rusak
Baik | Ringan/ | Berat/ | Baik | Ringan/ | Berat/
Sedang Total Sedang Total
SD 23,85 | 65,21 10,94 25,74 | 63,95 10,31

SMP 26,97 | 64,65 8,39 28,73 | 62,57 8,71

SMA 47,35 | 47,98 4,67 45,67 | 50,00 4,34

SMK 45,68 | 50,44 3,87 45,66 | 50,77 3,57

Sumber: PDSPK, Kemendikbud.

Jika dilihat dari tabel tersebut, persentase ruang kelas dengan
kondisi baik di SD dan SMP pada tahun 2015 dan 2016 masing-
masing naik sekitar 2 persen. Namun untuk tahun 2017, apakah
kondisi tersebut masih sama dengan tahun 2015 dan 20172 Ini yang
harus diketahui, terutama di wilayah 3T.

Jika dilihat per daerah pada tahun 2016, kondisi ruang kelas
rusak ringan terjadi di seluruh daerah 3T, selebihnya adalah rusak
berat dan rusak total. Walau demikian, semakin lama kondisi ruang

kelas yang baik akan menjadi rusak ringan, dan rusak ringan akan



menjadi rusak berat dan rusak berat akan menjadi rusak total. Jika
tidak ada pemeliharaan dari pihak sekolah, pemerintah daerah dan
pusat secara periodik, akan berdampak pada mutu pendidikan di

daerah tersebut.

Kondisi Ruang Kelas 2016

55,39%5,53% 11 1%

30,03%

2270%1,63%

8,59%8,68%
5,94

i 4,29%

7,28%7,08%

Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat

* daerah Tertinggal  * Terdepan Terluar

Grafik 4.1. Kondisi Ruang Kelas Daerah 3T, Tahun 2016
Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Oleh karena itu, untuk dapat melihat sampai sejauh mana
keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah 3T, perlu
ditinjau beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tersebut.
Kajian ini akan menggambarkan kondisi fasilitas pendidikan di
daerah 3T, seperti sebaran jumlah sekolah, kondisi ruang kelas,
serta ketersediaaan sarana penunjang seperti laboratorium dan

perpustakaan.

B. Permasalahan
Pendidikan di daerah 3T terindikasi sangat minim sekali terutama
dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana prasarana

pendidikan di sekolah rusak dan banyak memprihatinkan di



daerah terpencil. Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar
itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran, seperti halnya
fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, bangku

sekolah rusak maupun tidak mencukupi.

Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka
akan berakibat pada masalah minimnya pendidikan, disebabkan
karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak
memadai saat ini. Padahal apabila kita lihat dari pengertian
pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dan disusun secara
sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya jika pendidikan
disusun dengan secara sistematis dan perencanaan yang baik
tentunya sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Akan tetapi, dalam
memanajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat
kekurangan dalam memanajemen, yaitu kurangnya sarana
prasarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan
pembelajaran.

Realitanya di daerah terpencil sarana prasarana pendidikan
tidak memadai, termasuk SDM-nya sendiri sehingga memicu
perkembangan pendidikan, dalam hal ini banyak permasalahan
timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya
fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan utama di setiap
pendidikan sekolah di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan.
Ini akan menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan
tersebut. Dampaknya banyak peserta didik yang berada di daerah
terpencil tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan

fasilitas tersebut seperti peserta didik di kota.



C. Tujuan Kajian
Kajian ini bertujuan untuk:
1. Memetakan kondisi pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan dasar di daerah 3T.
2. Menyusun rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan di daerah 3T

D. Ruang Lingkup Kajian

Keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah 3T ini akan
difokuskan pada pemenuhan sarpras di daerah 3T. Sedangkan
sasaran jenjang pendidikan dalam analisis adalah jenjang
pendidikan dasar (SD dan SMP) yang hanya bernaung dibawah
Kemendikbud dan berstatus negeri.

Daerah yang menjadi fokus kajian adalah daerah 3T. Daerah
3T yang dimaksud berdasarkan surat Nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015
tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), wilayah 3T (Terluar,
Terdepan dan Tertinggal) meliputi 26 provinsi dan 142
kabupaten/kota.
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BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Akses Penelitian

Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan
tanggung jawab dari negara untuk memberikan jaminan kepada
warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD
1945). Mengenai tanggung jawab negara terhadap akses
pendidikan bagi setiap warga negara, kembali ditegaskan pada
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung
jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-
cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu,
anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional
adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun
2003.

Jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan

peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah
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utama. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu
kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus
dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam
membicarakan perencanaan (planning) pembangunan, maka
setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan
sebagai metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara administrasi negara (public administration)

2. Pendekatan secara manajerial (management approach)

Pendekatan dengan cara manapun dipergunakan, baik secara
administrasi negara manapun secara manajerial, kedua-duanya
pasti terkait dengan tiga macam aspek, yaitu:

1. aspek filsafat
2. aspek hukum
3. aspek politik

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan
pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan
pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna
mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni “...mencerdaskan

kehidupan bangsa”.

Di Indonesia, UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak
dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung.
Seperti halnya Pasal 34, Pasal 38, akan tetapi jaminan negara

terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung tersebut kadang
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hanya sebatas retorika belaka. Pada realitasnya masih banyak anak-
anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar
dan masih banyak berbagai macam persoalan lainnya yang
menyangkut anak yang belum mendapat perhatian penuh dari
Pemerintah, khususnya permasalahan perluasan dan pemerataan

akses pendidikan bagi anak (masyarakat).

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut
perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam
pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar
setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan
tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial,
agama, maupun letak geografis.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu
padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Perluasan
pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk
mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian
penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh
pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan
pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya
yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat
memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan.
Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya,
demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota

dan masyarakat desa.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya

dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia.
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Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar
20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Pada
sisi lain, harus diakui upaya-upaya pemerintah tersebut belumlah
berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya
angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya
dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan
pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat
SMP. Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua
Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib

Belajar Sembilan Tahun.

Faktor yang paling dominan terjadinya anak putus sekolah
adalah karena faktor ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu
aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai subjeknya untuk
meningkatkan  kesejahteraannya.  Karenanya, pendidikan
dipandang sebagai bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan
kesejahteraan atau sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Pandangan ini dikuatkan dengan pendapat yang mengatakan
bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam pembangunan
nasional dan pembangunan ekonomi khususnya. Demikian
sebaliknya, ekonomi menganggap bahwa manusia merupakan

salah satu produksi.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan
terhadap pendidikan anak di Indonesia senantiasa dilakukan

dengan mengutamakan pendidikan sebagai program kerja utama
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pemerintah di samping program-program lainnya. Mengingat di
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan
dari bangsa Indonesia adalah: “...mencerdaskan kehidupan

bangsa”.

Dewasa ini pendidikan nasional telah merupakan subordinasi
dari kekuatan-kekuatan politik praktis. Hal ini berarti pendidikan
telah dimasukkan di dalam kancah perebutan kekuasaan oleh
partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi bertujuan untuk
membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi untuk
membangun kekuatan dari politik praktis tertentu untuk
kepentingan golongan atau pun kelompoknya sendiri. Di dalam
pandangan ini politik ditentukan oleh dua paradigma, yaitu
paradigma teknologi dan paradigma ekonomi.

B. Mutu Pendidikan

Menurut Achmad (1993), Mutu Pendidikan di sekolah dapat
diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara
operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang
berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah
terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang
berlaku. Engkoswara (1986) melihat mutu atau keberhasilan
pendidikan dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi.
Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Slamet (1998)
berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah
itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan

banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

C. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan
Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan,yaitu:
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1.

Rendahnya sarana fisik

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang
gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar
rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara
laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi
tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah
yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki

perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Rendahnya kualitas guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.
Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang
memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut
dalam pasal 39 UU No 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan
pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian

masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan

tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan
mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan
sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan
28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta),
untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK
yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor

penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan

titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas,
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tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas
pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan
pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya

tingkat kesejahteraan guru.

D. Sarana dan Prasarana
Secara umum, sarana pendidikan didefinisikan sebagai segala

macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses
pendidikan. Sementara prasarana pendidikan adalah segala macam
alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses
pendidikan. Sementara sarana pendidikan adalah segala macam
alat yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, sementara
prasarana pendidikan tidak digunakan dalam proses atau kegiatan
belajar-mengajar.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan itu, dalam
daftar istilah pendidikan dikenal pula sebutan alat bantu
pendidikan (teaching aids), yaitu segala macam peralatan yang
dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan
kegiatan mengajar. Alat bantu pendidikan ini yang pas untuk
disebut sebagai sarana pendidikan. Jadi, sarana pendidikan adalah
segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan
penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid,
sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan
murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran.
Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah
pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk
“memudahkan penyampaian/mempelajari materi pelajaran,”
prasarana pendidikan untuk “memudahkan penyelenggaraan

pendidikan.” Dalam makna inilah sebutan “digunakan langsung”
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dan “digunakan tidak langsung” dalam proses pendidikan seperti
telah disinggung di muka dimaksudkan. Jelasnya, disebut
“langsung” itu terkait dengan penyampaian materi (mengajarkan
materi pelajaran), atau mempelajari pelajaran. Papan tulis,
misalnya, digunakan langsung ketika guru mengajar (di papan tulis
itu guru menuliskan pelajaran). Meja murid tentu tidak digunakan
murid untuk menulis pelajaran, melainkan untuk “alas” murid
menuliskan pelajaran (yang dituliskan di buku tulis; buku tulis

itulah yang digunakan langsung).

Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan,
kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru (dan murid)
untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Permen
PU No. 45 Tahun 2007, berikut mengenai pengertian kerusakan
bangunan serta intensitas kerusakan bangunan dalam hal ini

bangunan yang dimaksud adalah gedung sekolah dan fasilitasnya.

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan
atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur
bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti
beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab
lain yang sejenis.  Intensitas kerusakan bangunan dapat
digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

a. Kerusakan ringan, adalah kerusakan terutama pada
komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-
langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b. Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada sebagian
komponen non struktural, dan atau komponen struktural

seperti struktur atap, lantai, dll.
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c. Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar
komponen bangunan, baik struktural maupun non-
struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan
Instansi Teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap

pembinaan bangunan gedung.

Perawatan Bangunan
a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan
yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik
sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat
digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada

bangunan yaitu:

1. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;

2. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;

3. Perawatan untuk tingkat kerusakan berat.

b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat
kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut:

1. Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya
maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;

2. Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya
maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;

3. Perawatan tingkat kerusakan Dberat, biayanya

maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan
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tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus
atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti
melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang
berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah),
besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan
nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi
Teknis setempat.

E. Daerah 3T

Daerah 3T adalah daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan
dalam berbagai sektor termasuk di dalamnya ialah sektor
pendidikan. Yang mana menurut Cynthia (2009) dalam tesisnya
memaparkan bahwa salah satu permasalahan yang ada di daerah
3T adalah pendidikan, di mana di daerah 3T belum sepenuhnya
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat
yang tinggal di daerah pedesaan, wilayah terpencil yang secara
geografis sulit dijangkau—salah satunya adalah Daerah 3T.

Menurutnya kondisi tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan
penerima layanan pendidikan pada usia sekolah nasional. Dapat
disimpulkan bahwa aksesibilitas yang buruk dan kesulitan
pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat Daerah 3T adalah
akar dari rasa sungkan masyarakat Daerah 3T untuk

memanfaatkan fasilitas edukasi yang tersedia.

Kenyataan tersebut sungguh kontradiktif dengan harapan
negara yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) yang

menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti
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pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi
demi tercapainya kewajiban tersebut. Dengan kata lain, pendidikan
yang dimaksud pasal di atas saat ini hanya bisa dinikmati sebagian
masyarakat Indonesia saja. Hal tersebut didasarkan pada distribusi

kemajuan yang inefektif.

Mutrofin (2009) menyimpulkan bahwa, secara umum,
terdapat butir-butir masalah utama yang menjadi akar
permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut
adalah inefektivitas kinerja tenaga pendidik; distribusi fasilitas
pendidikan yang tidak merata; relevansi tujuan dan rencana
pendidikan dengan kondisi yang ada, dan; manajemen pendidikan
yang inefisien. Selain itu, ide tentang pemerataan pendidikan
adalah konsep yang mengarah pada kebutuhan pendidikan secara
menyeluruh (Amtu, 2014).
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan descripitif research atau
bersifat kuantitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder
yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian keberhasilan
pendidikan di daerah 3T dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan
prasarana (sarpras), serta pendanaan pendidikan yang dilihat dari
disparitas APK.

B. Sumber Data

Data yang dianalsis bersumber dari data DAPODIK dan data-data
lain yang tersedia di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan (PDSPK), Kemendikbud.

C. Analisis Data

Data dianalisis mengunakan teknik analisis data statistik deskriptif
untuk menggambarkan keadaan pendidikan dan analisis rasio
untuk mengetahui ketersediaan dan keberhasilan sarana dan
prasarana dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan
di wilayah 3T. Standar untuk menilai kecukupan sarana dan
prasarana adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Analisa rasio merupakan kegiatan
membandingkan angka-angka yang ada dalam pos data dengan pos
data lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan.
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Analisis lain yang digunakan adalah menghitung persentase
keadaan sarpras berdasar masing-masing wilayah sesuai dengan
peraturan Mendikbud No 23 Tahun 2013 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Kajian ini tidak berusaha membuktikan hubungan antar
variabel penelitian. Data yang tidak tersedia atau belum lengkap
serta untuk mengkonfirmasi kebenaran data dari sumber data
sekunder selanjutnya digali melalui observasi dan diskusi melalui
Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang kemudian dalam
penelitian ini disebut sebagai data primer. Penggunaan data
sekunder seperti data Dapodik yang bersumber dari Pusat Data
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud dan data-data
Badan Pusat Statistik (BPS), laporan hasil penelitian yang relevan
dan dokumen lain dari dinas pendidikan serta dokumen-dokumen
lain yang bersumber dari internet.

Dengan demikian, kajian ini akan menganalisis rasio-rasio
yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan yang terkait
dengan ketersediaan layanan pendidikan sebagai berikut:

Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)
Rasio siswa per kelas (R-S/K)

Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
Persentase perpustakaan (% Perpus)

M

Persentase laboratorium (%Lab)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk akses yang meluas
disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. R-S/Sek
dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah yang
ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah. R-S/K digunakan untuk
melihat padatnya suatu kelas berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan
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dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013. (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Setiap kelas seharusnya dalam
perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 32 siswa untuk
jenjang SD dan 36 untuk jenjang SMP. R-K/RK digunakan untuk
melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah
sesuai dengan tujuan bahwa setiap ruang kelas hanya digunakan
sekali kegiatan belajar mengajar.

Persentase Perpustakaan dijadikan ukuran untuk melihat
ketersediaan perpustakaan di sekolah karena setiap sekolah
harusnya memiliki perpustakaan. Persentase UKS dijadikan
ukuran untuk melihat ketersediaan ruang usaha kesehatan di
sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki ruang UKS.
Persentase Lab dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan
laboratorium di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki
laboratorium, terlebih SMA harusnya memiliki 6 jenis
laboratorium dan SMK memiliki 3 jenis laboratorium.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah akses pendidikan di
daerah 3T telah meluas maka ketujuh indikator tersebut dilakukan
konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai
akses. Nilai akses yang meluas adalah penjumlahan nilai ketujuh
indikator akses yang meluas dibagi tujuh dengan asumsi bahwa
setiap indikator akses yang meluas memiliki peranan yang sama.

Dari indikator-indikator tersebut, akan dianalisis untuk
memenuhi:

1. Kecukupan ruang kelas dengan mengukur berapa besar rata-
rata rasio siswa terhadap rombongan belajar. Ini akan
menunjukkan apakah kapasitas ruang kelas masih bisa
dioptimalkan atau sudah jenuh.
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2. Rasio rombel terhadap ruang kelas, jika lebih dari satu
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih
menggunakan kelas rangkap (double shift).

3. Melakukan analisis silang antara langkah satu dengan langkah
dua, hasil analisis silang akan menunjukkan apakah benar-
benar kekurangan ruang kelas ataukah penggunaan ruang
kelas yang belum optimal.

Analisis digunakan matrik sebagai berikut:

Rasio Rombel terhadap ruang Kelas

Rasio <1 =1 >1
Siswa -
<30 Ruang Kelas | Perlu Potensi
terhadap ; S
Berlebihan dioptimalkan untuk
Rombel )
regrouping
30-40 | Perlu ideal RKB masih
dioptimalkan kurang
> 40 Pengendalian RKB masih | RKB sangat
Jumlah Siswa kurang Kurang

Selain rasio-rasio indikator keberhasilan tersebut, diperlukan
analisis capaian APK untuk daerah 3T. Disparitas APK antar
daerah dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui
sampai sejauh mana daerah 3T telah memenubhi target pencapaian
APK serta mengetahui hambatan dan upaya-upaya daerah dalam
memenuhi target pencapaian APK. Diperlukan pula analisis
sejumlah persentase kondisi ruang kelas yang baik, rusak berat, dan
rusak ringan di masing-masing daerah 3T, yang diperlukan sebagai
dasar intervensi dalam hal penganggaran perbaikan ruang kelas

sebagai indikator pencapaian mutu pendidikan daerah 3T.
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BAB IV

PEMETAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DI DAERAH3 T

A. Akses Pendidikan di Daerah 3T

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber
daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu
cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu
peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk
untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui
seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas
pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut
partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam
wilayah 3T digunakan beberapa indikator, antara lain: Angka
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Secara rata-rata nasional, APK —~APM untuk jenjang SD/MI
sederajat (termasuk Kemenag) mengalami penurunan, namun
penurunannya tidak secara sigifikan. Penurunan tersebut tidak
berarti menunjukkan kinerja pendidikan menjadi rendah, akan
tetapi penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih banyaknya SD
dihuni oleh anak wusia 7-12 tahun, sebagaimana dalam

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mempersyaratkan usia

27



masuk anak SD adalah 7 tahun. Sebelum terbitnya Permendikbud
tersebut, usia 6 tahun sudah bisa masuk SD.

93,73 93,02 9432 9371

Wilayah3T Nasional Wilayah Bukan3T

u 2016 m 2017
120,00 106,35 105,56 106,44 105,89 106,41 105,96
100,00
B0,00
60,00
40.00
20,00
Wilayah3T Nasional Wilayah Bukan3T
m2016 2017

Grafik 4.1. Pencapaian Akses APK-APM Pendidikan Dasar (SD) Daerah
3T, Nasional, dan Bukan 3T

Dengan demikian, terbitnya Permendikbud tersebut
menyebabkan turunnya APK dan APM SD tersebut. Grafik
tersebut menunjukkan perbandingan APK dan APM SD baik di
daerah 3T, Nasional dan daerah Bukan 3T.
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Berbeda dengan APK dan APM tingkat pendidikan SMP, secara
nasional APK dan APM tingkat pendidikan SMP mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini
disebabkan terdapat kenaikan jumlah peserta didik pada jenis SMP
sederajat (SMP/MTs/Paket B/SLB(SMP)/Salafiah Wustha) pada
tahun 2017 jika dibanding dengan jumlah tahun 2016.
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Grafik 4.2. Pencapaian Akses APK-APM Pendidikan Dasar (SMP)
Daerah 3T, Nasional, dan Non 3T
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Sesungguhnya, APK untuk tingkat SD sudah tinggi dan
bahkan APM sudah melewati Universal Primary Education yang
dipatok pada angka 100% pada tahun 2015. Meskipun demikian
untuk tingkat SMP, APK dan APM masih relatif rendah terutama
terjadi pada kelompok masyarakat miskin dan tertinggal.
Rendahnya capaian APK dan APM SD dibanding dengan SMP
untuk daerah 3T tersebut lebih banyak ditemui pada daerah
Tertinggal dibanding daerah Terluar dan Terdepan.

1. Daerah Tertinggal

Berdasarkan surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April
2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), daerah tertinggal didefinisikan sebagai
daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang
berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala
nasional. Pengertian ini memiliki tiga kata kunci yang perlu
diperhatikan. Pertama, daerah kabupaten bukan daerah yang
bernomenklatur kota. Kedua, masyarakat dan wilayah, dua aspek
ini dirinci ke dalam enam kriteria pokok ketertinggalan yaitu:
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana
(infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal),
aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Ketiga, relatif dalam skala
nasional, daerah yang tergolong dalam kumpulan daerah 3T
merupakan daerah yang telah didata dan diperbandingkan secara
relatif dengan seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di

Indonesia.

Wilayah Tertinggal terdapat di 22 provinsi dengan 99
kabupaten/kota. Pada daerah tertinggal ini, terdapat 42 kabupaten
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dengan APK di bawah rata-rata nasional (105,01). APK tingkat SD
terendah ada di Kabupaten Kayong Utara, provinsi Kalimantan
Barat serta beberapa kabupaten di wilayah Kepulauan Papua.
Secara total Kabupaten Kayong Utara masih dalam masa transisi,
sehingga dalam lima tahun sebelumnya kabupaten tersebut belum
terlalu fokus pada aksesibilitas mutu pendidikan. Selain itu,
rendahnya APK dan APM di kabupaten Kayong Utara ini terjadi di
Kepulauan Karimata yang masih sangat rendah dikarenakan sarana

prasarana yang belum menunjang dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan APK tertinggi berada di Kabupaten Sorong
Selatan, Papua Barat. Tingginya APK di Kab. Sorong Selatan ini
salah satunya adalah disebabkan adanya dampak dari program
Pemerintah Daerah Sorong Selatan tentang pendidikan yang
mewajibkan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan
pendidikan yang lebih baik. Grafik berikut menggambarkan
capaian APK dan APM untuk satuan pendidikan SD daerah
tertinggal.
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Kab. Intan Jaya - - 99,76
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Grafik 4.3. Capaian APK dan APM Untuk Satuan Pendidikan SD Daerah
Tertinggal
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Sedangkan untuk tingkat SMP, partisipasi anak-anak usia
sekolah tingkat SMP di rendah
dibandingkan dengan tingkat SD, APK terendah berada di Kab.

Nduga yang hanya mencapai 49,91. Faktor keamanan dan sulitnya

daerah Tertinggal lebih

geografis menyebabkan rendahnya anak-anak usia sekolah tingkat
SMP ini bersekolah. Tabel berikut menggambarkan APK tingkat

SMP untuk daerah tertinggal pada tahun 2017.
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Kab. Manggarai Timur

1 99,23
Kab. Sampang 99,31
Kab, Buru Selatan 1 99,69
Kab. Teluk Wondama 1 99,81
Kab. Sumba Barat Daya 1 100,34
Kab. Nagakeo :1 100.60
Kab. Sumba Timur 100,62
Kab. Manggarai -‘ 100.64
Kab. Melawi 1 100,65
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Grafik 4.4. Capaian APK dan APM Untuk Satuan Pendidikan SMP
Daerah Tertinggal

Upaya untuk meningkatkan transisi dari SD ke SMP
merupakan salah satu hal pokok yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar yang masih
relatif rendah. Akses terhadap layanan pendidikan dasar, dalam hal
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ini ketersediaan infrastruktur sekolah merupakan faktor utama
agar orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Namun demikian,
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah tidak secara otomatis
menjamin bahwa orang tua akan menyekolahkan anaknya. Selain
ketersediaan bangunan sekolah, masih ada beberapa faktor lain
yang ikut menentukan orang tua mengambil keputusan untuk
menyekolahkan anaknya. Faktor-faktor tersebut di antaranya
adalah biaya langsung dan tidak langsung untuk bersekolah, faktor
budaya, jarak geografis ke sekolah, dan persepsi tentang manfaat
bersekolah. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang
belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan
menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta
peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah

maupun pusat.

2. Daerah Terdepan

Daerah terdepan merupakan suatu daerah yang memiliki letak
strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara
lain serta tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Daerah
terdepan dan terluar ini sangat sensitif dan dapat terancam
keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari
pemerintah. Seperti halnya kasus Sipadan dan Ligitan, yang pada
akhirnya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau
terdepan/terluar ini merupakan beranda depan negara dan
keberadaannya sangat berpengaruh pada kedaulatan NKRI,
sehingga pulau-pulau tersebut sangat perlu untuk dikembangkan
dan dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai strategis dan

potensinya.
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Kab. Raja Ampat 119,76

Kab. Bengkayang 118,95
Kab. Kapuas Hulu 116,77
Kab. Sintang 116,20
Kab. Sambas 114,85
Kab. Timor Tengah Utara 114,79
Kab. Maluku Barat Daya 113,55
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Grafik 4.5. APK SD Daerah Terdepan, Tahun 2017

Jika dilihat dari Akses Pendidikan untuk daerah terdepan,
APK daerah terdepan sedikit lebih baik dibandingkan dengan APK
daerah tertinggal. Untuk tingkat SD, terdapat 9 daerah dengan APK
dibawah rata-rata nasional. APK SD terendah berada di Kabupaten
Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (77,93) dan tertinggi ada pada
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat (119,76).
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Kab. Maluku Tenggara Barat 110,50

Kab. Kepulauan Aru 109,76
Kab. Kapuas Hulu 109,22
Kab. Rote-Ndao 106,55
Kah. Belu 106,46
Kab. Malaka 105,44
Kab. Kupang 103,45
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Kab. Nunukan 99,08
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Grafik 4.6. APK SMP Daerah Terdepan, Tahun 2017

Sedangkan APK untuk SMP, tertinggi berada di Kab. Maluku
Tenggara Barat (110,50%) dan terendah berada di Kab. Marauke
(58,88%). Jika dilihat dari grafik ini, beberapa kabupaten yang perlu
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diprioritaskan untuk mendapatkan intervensi paling besar adalah
daerah yang didominasi oleh kabupaten di wilayah Papua (Kab.

Kerom, Boven Digoel, Sipiori dan Merauke).

3. Daerah Terluar

Daerah Terluar merupakan suatu daerah bagian paling luar
Indonesia yang umumnya berada di pulau-pulau terluar dan
daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain serta
memiliki letak strategis. Daerah terluar ini sangat sensitif dan dapat
terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan
perhatian dari pemerintah. Daerah dengan pulau Terluar ini
merupakan beranda depan negara dan keberadaannya sangat
berpengaruh pada kedaulatan NKRI, sehingga daerah terluar dan
pulau-pulau tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan
dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai strategis dan

potensinya.

Untuk daerah terluar, APK SD terendah berada di Kab.
Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (79,20) dan tertinggi di Kab.
Sanggau, Kalimantan Barat (113,86). Sedangkan pada tingkat
pendidikan SMP, APK terendah berada di Kota Jayapura (81,76)
dan tertinggi berada di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.
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Kab. Kepulauan Anambas 79,20

Kab. Kepulauan Meranti 94,09
Kab. Natuna 85,64
Kab. Karimun 90,85
Kab. Bintan 92,66
Kota Jayapura 94,98
Kab. Indragiri Hilir 99,47
Kab. Kep. Sangihe 104,07
Kota Sahang 101,34
Kab. Aceh Besar 105,38
Kota Batam 104,90
Kab. Kepulauan Talaud 103,85
Kab. Serdang Bedagai 107,21
Kab. Malinau 108,55
Kab. Rokan Hilir 110,95
Kab. Berau 112,93
Kab. Pelalawan 110,48
Kab. Bengkalis 111,30
Kota Dumai 112,54
Kab. Sanggau | 113,86 |
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Grafik 4.7. APK SD dan SMP Daerah Terluar, Tahun 2017

Dengan demikian, angka partisipasi di atas, baik di daerah
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terdepan, terluar, dan tertinggal menunjukkan kondisi yang
berbeda untuk masing-masing jenjang pendidikan. Untuk tingkat

SD angka partisipasi sekolah di atas 100 menunjukkan




kecenderungan masyarakat untuk mengikuti pendidikan baik,
khususnya bagi kabupaten di mana nilainya melebihi 100. Bagi
wilayah yang besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih
ada wilayah di mana terdapat anak yang seharusnya sekolah

ternyata tidak.

Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP menunjukkan
gejala yang sama, masih cukup banyak kabupaten yang belum
mencapai nilai 100. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa
masih didapat gejala angka putus sekolah, di mana anak usia
sekolah setamat dari SD tidak melanjutkan ke pendidikan yang
lebih tinggi yaitu SMP.

4. Alokasi Anggaran dan Akses Pendidikan

Jika diperhatikan, masih terdapat perbedaan ketimpangan
pendidikan antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten di
daerah 3T, hal ini diindikasikan oleh adanya perbedaan jumlah
anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan pemerintah
kabupaten dan pemerintah kota. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Fahrur Hamzah (2017), menunjukkan adanya pengaruh pada
kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana
pendidikan lebih besar terhadap tingginya APK pada setiap jenjang
pendidikan. Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara
besarnya anggaran pendidikan dan akses pendidikan di daerah 3T
pada tahun 2017.
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Tabel 4.1. Keterkaitan antara besarnya anggaran pendidikan dan akses
pendidikan di daerah 3T pada tahun 2017

. APK APM
No Kab/Kota Provinsi % Ang
Pnddkn | SD | SMP | SD | SMmP
1 Kab. Situbondo Jawa Timur 15,7 105,1 | 110,7 | 96,3 88,8
2 | Kab.Ende NTT 15,6 110,8 | 97,8 | 952 | 659
3 | Kab.Musi Sumatera 15,3 1193 | 994 | 924 | 79,9
Rawas Selatan
4 | Kab. Sorong Papua 14,9 1129 | 940 | 737 | 683
Barat
5 Kab. Lebak Banten 14,3 110,5 | 103,4 94,6 80,7
6 Kab. Pasaman Sumatera 14,0 1124 | 1021 96,4 75.6
Barat Barat
7 Kab. Manggarai | NTT 13,4 115,7 98,2 95,2 66,5
g | Keb. Banten 13,2 1084 | 827 | 972 | 658
Pandeglang
9 | Kab. Sigi Sulawesi 13,1 18,1 | 1097 | 96,7 | 756
Tengah
jo | Kab.Sumba NTT 12,9 1081 | 986 | 953 | 649
Tengah
11 Kab. Sampang Jawa Timur 12,6 105,1 97,1 92,8 62,2
1o | Kab-TojoUna | Sulawesi 12,4 1197 | 1066 | 929 | 81,3
Una Tengah
13 | Kab. Jeneponto | Sulawesi 12,4 1139 | 964 | 972 | 71,3
Selatan
14 | Kab-Gorontalo | o o 12,3 11,0 | 999 | 773 | 736
Utara
15 | Kab. Landak Kalbar 12,2 117,1 | 965 | 958 | 627
16 | Kab-Sumbawa |\ 12,2 114,8 | 1046 | 83,9 | 80,0
Barat
17 | Kab. Yahukimo | Papua 8,4 88,3 56,6 51,2 31,2
18 | Kab.LannyJaya | Papua 8,0 92,1 63,7 65,5 41,5
19 | Kab. Waropen Papua 7,5 90,9 52,3 81,8 34,4
20 | Kab. Pesisir Lampung 7,3 933 | 956 | 741 | 755
Barat
Kab. Puncak
1 | NEb-Punca Papua 7,3 775 | 582 | 446 | 360
Jaya
22 | Kab. Sarmi Papua 7,1 83,6 57,6 57,6 31,4
23 | Kab.Hulu Kalsel 7,1 984 | 102,6 | 934 | 79,2
Sungai Utara
24 | Kab.Nduga Papua 7,1 77,7 47,9 37,6 31,4
25 | Kab. Tolikara Papua 7,1 84,7 66,1 57,4 | 483
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o % Ang APK APM

No Kab/Kota Provinsi Prddkn D SMP D SMP
26 | Kab. Paniai Papua 6,7 70,9 65,4 42,2 34,1
27 | Kab.Buru Maluku 6,5 999 | 1072 | 61,2 | 781

Selatan

Kab.
28 | Mamberamo Papua 6,4 87,6 | 723 22,2 334

Tengah
29 | Kab. Yalimo Papua 58 78,1 66,1 423 41,9
30 | Kab. Intan Jaya Papua 5,6 75,2 63,7 43,8 10,7
31 Kab. Jayawijaya | Papua 1,0 88,3 70,2 65,5 47,2
32 | Kab. Nabire Papua 0,0 83,5 62,0 58,1 43,8
33 | kab.Puncak Papua 0,0 59,4 57,3 36,3 30,8
34 | Kab. Deiyai Papua 0,0 66,2 69,7 31,7 48,9

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, PASKA, Kemendikbud.

Jika dilihat pada tabel di atas, besarnya anggaran pendidikan
(tanpa transfer daerah) yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah
secara rata-rata berpengaruh terhadap peningkatan akses
pendidikan. Pada kategori daerah tertinggal beberapa daerah
berupaya terlepas dari kategori tertinggal dengan berkomitmen
meningkatkan anggaran pendidikan, misalnya Kab. Situbondo,
Ende, Musi Rawas, Sorong, Lebak, Pasaman Barat yang rata-rata
alokasi anggaran pendidikan di atas 10% memberikan dampak
pada peningkatan APK. Sementara daerah-daerah yang alokasi
anggaran untuk pendidikan kecil, berdampak pula pada kecilnya
APK daerah tersebut.

Praktik baik yang dilakukan oleh Pemerintah Lebak,
menunjukkan komitmen yang baik oleh Pemerintah Daerah dalam
memajukan pendidikan di daerahnya. Hasil Diskusi Kelompok
Terpumpun yang dilakukan di Dinas Pendidikan Lebak,
pemerintah daerah memberikan dukungan yang kuat untuk dapat

bangkit dari status daerah tertinggal.
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Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Akses Pendidikan Prov.
Banten, 2017

% Alokasi
Anggaran APK APM
No. | Nama Wilayah Pendidikan
(diluar transfer
daerah) SD SMP SD | SMP
1 Prov. Banten 8.74 107.7 98.9 957 | 80.1
2 Kab. 13.15 108.4 82.7 97.2 | 658
Pandeglang
3 Kab. Lebak 14.30 110.5 103.4 94.6 | 80.7
4 | Kab. Tangerang 11.19 109.6 1046 | 94.1 | 84.3
5 Kab. Serang 14.77 106.7 98.8 963 | 77.1
6 Kota Cilegon 11.13 107,0 90.8 956 | 75.1
7 | Kota Tangerang 19.09 106.6 102.3 964 | 87.5
8 Kota Serang 14.43 101.3 106.9 99.2 | 86.8
g | KotaTangerang 14.07 1059 | 975 | 954 | 834
Selatan

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, PASKA, Kemendikbud, 2017

Begitu juga halnya dengan Kab. Sanggau di Provinsi
Kalimantan Barat, tingginya alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah untuk sektor pendidikan berpengaruh pada
hasil capaian kinerja pendidikan. Pemerintah Kab. Sanggau telah
peduli memberikan alokasi dana pendidikan lebih besar dibanding

daerah lain di Kalimantan Barat.
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Tabel 4.3. Neraca Pendidikan Kab. Sanggau, 2017

% Anggaran

No. Nama Wiayah e Urusan  Transfer  Pendidikan tanpa

Pendidikan Daerah  Transfer Daerah
(%)

1 Prov. Kalimantan Barat 5,065.40 93387  1,442.79 12.94
2 Kab. Sambas 1,578.29 513.22 353.46 13.04
3 Kah. Mempawah 995.92 263.65 179.96 10.26
4 Kab. Sanggau 1,617.38 452.18 246.78 14.99
5 Kab. Sintang 1,828.47 414.56 242.01 10.88
6 Kab. Kapuas Hulu 1,615.88 367.41 221.72 10.06
7 Kab. Ketapang 2,039.88 44559 245,57 11.15
8 Kab. Bengkayang 1,036.31 242.35 157.81 9.62
9 Kab. Landak 1,284.61 359.08 230.22 12.22
10 Kab. Sekadau 890.64 195.35 123.18 9.40
11 Kab. Melawi 1,266.09 233.17 150.38 142
12 Kab. Kayong Utara 782.24 90.14 7247 2.49
13 Kab. Kubu Raya 1,464.21 411.40 269.69 11.86
14 Kota Pontianak 1,500.45 422.34 230.33 15.12
15 Kota Singkawang 863.38 233.53 120.69 15.19
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Grafik 4.8. APK SD dan SMP Prov. Kalbar, 2017

Jika dilihat dari tabel, besarnya presentase anggaran
pendidikan (tanpa transfer daerah) yang dialokasikan daerah,
berpengaruh pada peningkatan APK. Pada tahun 2017, Pemerintah
Kab. Sanggau berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan

dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup. Dengan
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pembangunan jalan menuju Kab. Sanggau yang telah menjadi lebih
baik, memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek baik

perekonomian maupun pendidikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya
persentase anggaran pendidikan dalam APBD sangat berkaitan erat
dengan komitmen pimpinan daerah dalam pembangunan
pendidikan. Konstitusi mengamanatkan bahwa anggaran
pendidikan adalah minimal 20% dari APBN dan APBD (di luar
anggaran Pendidikan Kedinasan). Hal ini menunjukkan bahwa di
beberapa daerah 3T ini, pendidikan belum menjadi prioritas utama

pembangunan.

B. Ketersediaan Prasarana Daerah 3T
Arah dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia telah

terumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2015-2019 (Renstra Kemendikbud 2015-2019)
yang dicerminkan dalam misi pendidikan Indonesia. Dalam
Renstra Kemendikbud ditetapkan 5 (lima) dengan kode M1
adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat,
kode M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan
berkeadilan, kode M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang
bermutu, kode M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan
dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan
penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan
pelibatan  publik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2015).

Ketersediaan sarana dan prasarana di daerah 3T sangat terkait
dengan misi pendidikan kode M2 yakni mewujudkan akses yang

meluas, merata, dan berkeadilan. Terdapat lima jenis indikator
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yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses pendidikan
yang meluas. Indikator yang dianggap penting untuk mengetahui
ketercapain misi tersebut adalah rasio Siswa per sekolah (R- §/Sek),
rasio siswa per kelas (R-S/K), dan rasio siswa per rombel/ruang
kelas (R-K/RK), persentase (%) Perpustakaan dan persentase (%)
Laboratorium. Dari hasil data sekunder, dirangkum beberapa
capaian indikator untuk daerah 3T pada tingkat pendidikan SD dan
SMP, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data dan Indikator Pendidikan SD dan SMP Daerah 3T,
tahun 2017

Data Tertinggal Terluar Terdepan
SD

Siswa SD 2.984.233 796.619 2.984.233
Sekolah 21.022 4.291 21.022
Rombel 142.808 36.213 142.808
Ruang Kelas 140.451 34.015 140.451
Rasio Siswa / Sekolah 142 186 142
Rasio Siswa / Rombel 21 22 21

Rasio Rombel /Sekolah 6,79 8,44 6,79
Rasio Rombel /Ruang

Kelas 1,02 1,06 1,02
SMP

Siswa SMP 279.895 223.861 1.069.367
Mengulang 942 1.227 5.515
Sekolah 1.286 1.328 6.132
Rombel 9.990 8.653 40.755
Ruang Kelas 10.263 8.739 40.954
Rasio Siswa / Sekolah 218 169 174
Rasio Siswa / Rombel 28 26 26

Rasio Rombel / Sekolah | 7,77 6,52 6,65
Rasio Rombel /Ruang

Kelas 0,97 0,99 1,00

Sumber: PDSPK, Kemendikbud, 2017.
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Dalam Permendikbud No. 23 tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimum dinyatakan bahwa jumlah peserta didik
dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32
orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,
serta papan tulis. Selanjutnya, setiap SMP dan MTs tersedia ruang
perpustakaan dan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set
peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta
didik.

1. Rasio Siswa per Sekolah

Gambaran tentang kecukupan ruang kelas menunjukkan kualitas
layanan pendidikan tingkat kabupaten di daerah terdepan, namun
demikian perlu memperhatikan rasio siswa terhadap sekolah.
Rasio siswa per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar
jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan
tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di
daerah 3T. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi
jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi
ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin
kurang jumlah sekolahnya.

a. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Terdepan

Tabel 4.5. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah
Terdepan, 2017

Rasio Siswa /
Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP
Kab. Sambas Kalimantan Barat 174 209
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Rasio Siswa /

Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP

Kab. Sintang Kalimantan Barat 131 186
Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat 77 124
Kab. Bengkayang Kalimantan Barat 133 169
Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur 114 121
Kab. Maluku Tenggara Maluku 150 127
Barat
Kab. Kepulauan Aru Maluku 106 134
Kab. Maluku Barat Daya | Maluku 84 97
Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur 135 143
Kab. Timor Tengah Nusa Tenggara Timur 146 187
Utara
Kab. Belu Nusa Tenggara Timur 195 301
Kab. Alor Nusa Tenggara Timur 104 110
Kab. Rote-Ndao Nusa Tenggara Timur 145 251
Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 173 259
Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur 140 219
Kab. Merauke Papua 155 224
Kab. Boven Digoel Papua 120 210
Kab. Peg. Bintang Papua 145 118
Kab. Keerom Papua 117 165
Kab. Supiori Papua 102 145
Kab. Kep. Morotai Maluku Utara 112 117
Kab. Raja Ampat Papua Barat 93 107
Kab. Nunukan Kalimantan Utara 169 194

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari Tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-ratajumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai
132 orang. Tetapi diperoleh tiga kabupaten dengan jumlah
siswa yang paling rendah yaitu Kab. Kapuas Hulu, Kalbar (77),
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (84) dan Kab. Raja Ampat,

Papua Barat (93,68) orang.
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2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 269

orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah adalah di
Kab. Maluku Barat Daya yaitu 97 orang saja.

Dengan demikian, untuk daerah terdepan, pada tingkat
pendidikan SD rata-rata jumlah siswa adalah 132 orang saja,
sementara semakin ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi
jumlah siswa semakin tinggi. Untuk SMP rata-rata jumlah
siswa persekolah adalah 269 orang. Dari gambaran jumlah
siswa persekolah seperti ini dapat ditunjukkan bahwa semakin
tinggi rasio siswa dengan kelas maka semakin efisien proses
belajar mengajar (PBM) di satu sekolah karena semakin

intensif pemakaian sumberdaya yang ada.

b. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Terluar
Tabel 4.6. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah

Terluar, 2017

Rasio Siswa / Sekolah
Kabupaten / Kota Provinsi
SD SMP

Kab. Aceh Besar Aceh 147 156
Kota Sabang Aceh 154 173
Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara 165 282
Kab. Bengkalis Riau 223 281
Kab. Indragiri Hilir Riau 146 159
Kab. Pelalawan Riau 234 235
Kab. Rokan Hilir Riau 232 213
Kab. Kepulauan Meranti Riau 123 135
Kota Dumai Riau 364 376
Kab. Sanggau Kalimantan Barat 114 180
Kab. Berau Kalimantan Timur 182 237
Kab. Kep. Sangihe Sulawesi Utara 56 90

Kab. Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 79 118
Kota Jayapura Papua 348 416
Kab. Bintan Kep. Riau 194 225
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Rasio Siswa / Sekolah

Kabupaten / Kota Provinsi
SD SMP
Kab. Karimun Kep. Riau 200 222
Kab. Natuna Kep. Riau 116 162
Kab. Kep. Anambas Kep. Riau 83 93
Kota Batam Kep. Riau 390 314
Kab. Malinau Kalimantan Utara 99 126

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari Tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD daerah

terluar mencapai 186 orang. Akan tetapi diperoleh empat

kabupaten dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Kab.

Kep. Sangihe, Sulawesi Utara (56), Kab. Kepulauan Talaud,
Sulawesi Utara (79). Kab. Kepulauan Anambas, Kepri (83) dan

Kab. Malinau, Maluku Utara (99) orang.

2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 218

orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah ada di Kab.

Kep. Sangihe, Sulawesi Utara (90) dan Kab. Kepulauan

Anambas, Kepri (93) orang.

Pada daerah terluar ini, pada tingkat pendidikan SD rata-rata

jumlah siswa adalah 186 orang, sementara semakin ke tingkat

pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin tinggi. Untuk

SMP rata-rata jumlah siswa persekolah adalah 218 orang. Namun

jika dilihat dari per kabupaten/kota, terjadi disparitas yang cukup

tinggi antar daerah kota dan pedesaan dalam satu kabupaten. Pada

kasus yang terjadi di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat yang

merupakan daerah terluar dan berbatasan dengan Malaysia,

kondisi rasio siswa per sekolah masih terdapat penyebaran siswa

yang tak merata antar wilayah.

55




Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai
112 orang. Tetapi diperoleh dua kecamatan dengan jumlah siswa
yang paling rendah yaitu Kec. Noyah (76,84) dan Kec. Jangkang
(80,38) orang. Demikian pula untuk SMP, rata-rata jumlah siswa
per sekolah untuk tingkat SMP mencapai 166 orang. Akan tetapi
diperoleh tiga kecamatan dengan jumlah siswa yang paling rendah
yaitu Kec. Bonti (126), Kec. Jangkang (139,90) orang dan Kec.
Mellau (128,54).

Dari hasil DKT yang dihimpun, rata-rata pengelola sekolah
(kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana,
serta guru) kurang memahami tentang pemanfaatan prasarana.
Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan banyak bantuan
sarana dan prasarana yang tak terpakai secara optimal yang
berujung pada kerusakan pada sarana dan prasarana pembelajaran
tersebut. Kondisi ini perlu diatasi dengan sedikit memberikan
pelatihan bagi pengelola sekolah untuk memahami pemanfataan

sarana dan prasarana tersebut.

c. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Tertinggal

Tabel 4.7. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah
Tertinggal, 2017.

Rasio Siswa /
Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP

Kab. Bondowoso Jawa Timur 114 201
Kab. Situbondo Jawa Timur 111 242
Kab. Sampang Jawa Timur 120 121
Kab. Bangkalan Jawa Timur 151 166
Kab. Aceh Singkil Aceh 156 177
Kab. Nias Sumatera Utara 157 213
Kab. Nias Selatan Sumatera Utara 140 157
Kab. Nias Barat Sumatera Utara 138 177
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Rasio Siswa /

Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP

Kab. Nias Utara Sumatera Utara 132 185
Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat 127 189
Kab. Solok Selatan Sumatera Barat 136 157
Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat 209 234
Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 143 258
Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 185 259
Kab. Lampung Barat Lampung 143 196
Kab. Pesisir Barat Lampung 151 180
Kab. Ketapang Kalimantan Barat 121 177
Kab. Landak Kalimantan Barat 100 205
Kab. Melawi Kalimantan Barat 98 99
Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat 138 151
Kab. Seruyan Kalimantan Tengah 121 122
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 82 132
Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 89 107
Kab. Donggala Sulawesi Tengah 116 162
Kab. Buol Sulawesi Tengah 113 124
Kab. ToliToli Sulawesi Tengah 121 139
Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah 130 168
Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 109 152
Kab. Sigi Sulawesi Tengah 108 154
Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah 107 95
Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah 96 130
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan 150 179
Kab. Konawe Sulawesi Tenggara 114 179
Kab. Bombana Sulawesi Tenggara 119 119
Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 90 120
Kab. Maluku Tengah Maluku 123 158
Kab. Buru Maluku 129 142
Kab. Seram Bagian Barat Maluku 129 146
Kab. Seram Bagian Timur | Maluku 137 115
Kab. Buru Selatan Maluku 121 106
Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat | 182 223
Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat | 150 151
Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat | 169 184
Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat | 132 183
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Rasio Siswa /

Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP

Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat | 147 232
Kab. Bima Nusa Tenggara Barat | 131 188
Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat | 163 156
Kab. Lombok Utara Nusa Tenggara Barat | 162 206
Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | 156 216
Kab. Ende Nusa Tenggara Timur | 107 169
Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur | 208 358
Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur | 152 213
Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur | 243 242
Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur | 112 139
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur | 151 205
Kab. Nagakeo Nusa Tenggara Timur | 113 156
Kab. Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur | 156 166
Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur | 303 253
Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur | 133 152
Kab. Biak Numfor Papua 141 186
Kab. Kepulauan Yapen Papua 124 220
Kab. Jaya wijaya Papua 219 231
Kab. Nabire Papua 189 177
Kab. Paniai Papua 253 247
Kab. Puncak Jaya Papua 196 143
Kab. Mappi Papua 170 303
Kab. Asmat Papua 143 144
Kab. Yahukimo Papua 294 165
Kab. Tolikara Papua 230 202
Kab. Sarmi Papua 103 138
Kab. Waropen Papua 92 122
Kab. Memberamo Raya Papua 95 116
Kab. Nduga Papua 230 81
Kab. Lanny Jaya Papua 226 160
Kab. Membramo Tengah Papua 142 104
Kab. Yalimo Papua 155 131
kab. Puncak Papua 128 145
Kab. Dogiyai Papua 270 154
Kab. Deiyai Papua 129 142
Kab. Intan Jaya Papua 140 94
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Rasio Siswa /
Kabupaten / Kota Provinsi Sekolah
SD SMP

Kab. Seluma Bengkulu 122 188
Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara 117 119
Kab. Halmahera Barat Maluku Utara 86 101
Kab. Halmahera Selatan Maluku Utara 127 113
Kab. Halmahera Timur Maluku Utara 119 116
Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara 125 99
Kab. Pandeglang Banten 164 295
Kab. Lebak Banten 177 242
Kab. Boalemo Gorontalo 117 119
Kab. Pohuwato Gorontalo 126 135
Kab. Gorontalo Utara Gorontalo 101 125
Kab. Teluk Wondama Papua Barat 105 138
Kab. Teluk Bintuni Papua Barat 140 109
Kab. Sorong Selatan Papua Barat 127 141
Kab. Sorong Papua Barat 110 122
Kab. Tambrauw Papua Barat 94 76
Kab. Maybrat Papua Barat 81 90
Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat 146 210
Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat 128 173

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD daerah
tertinggal mencapai 142 orang. Akan tetapi didapat 10
(sepuluh) kabupaten dengan jumlah siswa yang rendah
dibawah angka 100 yaitu Kab. Melawi, Kalimantan Barat. (98),
Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah (96), Kab.
Memberamo Raya, Papua (95), Kab. Tambrauw, Papua Barat
(94), Kab. Waropen, Papua (92), Kab. Konawe Kepulauan,
Sulawesi Tenggara (90), Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi
Tengah (89), Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara (86), Kab.
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Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (82) dan Kab.
Maybrat, Papua Barat (81)

2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 174
orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah ada 7 (tujuh)
kabupaten yakni Kab. Melawi, Kalimantan Barat (99), Kab.
Kepulauan Sula, Maluku Utara (99), Kab. Banggai Laut,
Sulawesi Tengah (95), Kab. Intan Jaya, Papua (94), Kab.
Maybrat, Papua Barat (90), Kab. Nduga, Papua (81), Kab.
Tambrauw, Papua Barat (76)

Untuk daerah tertinggal ini, pada tingkat pendidikan SD rata-
rata jumlah siswa adalah 142 orang, sementara semakin ke tingkat
pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin banyak. Untuk
SMP rata-rata jumlah siswa per sekolah adalah 174 orang. Dari
gambaran jumlah siswa per sekolah seperti ini dapat ditunjukkan
bahwa semakin tinggi rasio siswa dengan kelas maka semakin
efisien Proses Belajar Mengajar (PBM) di satu sekolah karena

semakin intensif pemakaian sumber daya yang ada.

Dengan demikian, gambaran seperti ini untuk daerah yang
rasionya tinggi menunjukkan bahwa masih diperlukan unit sekolah
baru karena banyaknya siswa yang ditampung dalam sebuah
sekolah. Rata-rata sekolah menerapkan pelaksanaan pembelajaran
secara double shift. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kurang
efektifnya proses belajar mengajar karena kurangnya sumber daya

yang ada.

2. Rasio Siswa per Kelas
Rasio Siswa per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan
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tertentu. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya
kepadatan kelas di suatu sekolah/daerah. Indikatornya adalah
semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin
tinggi.

Bila mengacu pada Permendikbud No. 23 tahun 2013, maka
jumlah siswa per kelas untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang
peserta didik. Sedangkan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang
peserta didik dalam satu kelasnya. Ketentuan ini sesungguhnya
berkaitan dengan optimalisasi dari peran guru, khususnya guru
bersertifikasi yang secara efektif didorong melakukan peningkatan
mutu pendidikan dengan memberi pengajaran pada kelas dengan
jumlah siswa yang ideal. Ini mengacu pada PP tahun 2008 pasal 17
tentang guru sertifikasi. Kondisi siswa yang berlebih dalam satu
kelas, akan memengaruhi kualitas proses belajar mengajar. Di
mana tidak hanya peserta didik yang kesulitan, melainkan para
pendidik juga akan merasakan tidak berkembangnya pengajaran
yang diberikan. Sedangkan sekolah juga akan sedikit banyak

mendapat dampak dalam hal pengaturan.

a. Rasio Siswa per Kelas Daerah Terdepan
Tabel 4.8. Rasio Siswa/Kelas SD dan SMP, Daerah Terdepan

. Rasio Siswa / Kelas
Kabupaten / Kota Provinsi D SMP
Kab. Sambas Kalimantan Barat 24,7 27,9
Kab. Sintang Kalimantan Barat 18,9 26,1
Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat 13,9 23,5
Kab. Bengkayang Kalimantan Barat 20,8 25,9
Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur 17,9 25,5
Kab. Maluku Tenggara Barat | Maluku 22,2 21,2
Kab. Kepulauan Aru Maluku 17,0 23,3
Kab. Maluku Barat Daya Maluku 13,6 21,4
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L Rasio Siswa / Kelas
Kabupaten / Kota Provinsi D SMP
Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur | 19,3 23,8
Kab. Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur | 18,9 24,9
Kab. Belu Nusa Tenggara Timur | 19,3 29,6
Kab. Alor Nusa Tenggara Timur | 17,8 22,2
Kab. Rote-Ndao Nusa Tenggara Timur | 19,7 26,4
Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur | 23,2 29,6
Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur | 17,4 29,0
Kab. Merauke Papua 23,1 27,8
Kab. Boven Digoel Papua 18,6 24,0
Kab. Pegunungan Bintang Papua 24,1 23,6
Kab. Keerom Papua 20,0 22,0
Kab. Supiori Papua 16,8 24,5
Kab. Kepulauan Morotai Maluku Utara 20,2 26,9
Kab. Raja Ampat Papua Barat 16,0 24,4
Kab. Nunukan Kalimantan Utara 22,1 29,2

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:
1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah terdepan, rasio
siswa per kelas tertinggi terdapat di Kab, Sambas, Kalbar (24,7)
dan Kab. Pegunungan Bintang (24,1), sementara terendah ada
di Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (13,6).
2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi berada di Kab.
Belu, NTT (29,6) dan Kab. Sabu Raijua (29,6) dan terendah
berada di Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (21,4)

Untuk tingkat SD, dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dinyatakan bahwa
kapasitas maksimum ruang kelas untuk SD adalah 28 peserta didik
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dan untuk SMP adalah 32 peserta didik. Pada Tabel diatas rata-rata
rasio siswa per kelas untuk SD di daerah Terdepan adalah 19,4 dan
SMP 25,6. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten
di daerah Terdepan yang melebihi dari ketentuan tersebut standar

Sarana dan prasarana tersebut.

Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk
tingkat SD diperoleh gejala kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat
dari jumlah siswa terendah mencapai 13,6 di Kab. Maluku Barat
Daya, Maluku. Kekurangan murid di sisi lain juga secara implisit
menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan
rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang
juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum

termanfaatkan secara maksimal.

b. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Terluar

Pada kategori daerah terluar, Rasio Siswa per kelas digunakan
sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa di Daerah
Terluar dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan SD dan SMP
daerah terluar. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata
besarnya kepadatan kelas di SD dan SMP daerah terluar.
Indikatornya adalah semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat

kepadatan kelas makin tinggi.

Tabel 4.9. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Terluar, Tahun 2017

L Rasio Siswa / Kelas
Kabupaten / Kota Provinsi D SMP
Kab. Aceh Besar Aceh 19,94 20,63
Kota Sabang Aceh 20,76 20,47
Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara 24,17 30,58
Kab. Bengkalis Riau 2527 26,28
Kab. Indragiri Hilir Riau 21,30 26,02
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Lo Rasio Siswa / Kelas
Kabupaten / Kota Provinsi D SMP
Kab. Pelalawan Riau 26,36 30,20
Kab. Rokan Hilir Riau 24,43 26,93
Kab. Kepulauan Meranti Riau 17,77 22,89
Kota Dumai Riau 33,02 30,74
Kab. Sanggau Kalimantan Barat 17,28 27,07
Kab. Berau Kalimantan Timur | 23,09 27,65
Kab. Kep. Sangihe Sulawesi Utara 9,10 16,78
Kab. Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 12,49 19,85
Kota Jayapura Papua 28,85 30,25
Kab. Bintan Kepulauan Riau 24,47 26,75
Kab. Karimun Kepulauan Riau 24,90 26,24
Kab. Natuna Kepulauan Riau 17,02 18,57
Kab. Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau 13,57 17,28
Kota Batam Kepulauan Riau 34,89 34,22
Kab. Malinau Kalimantan Utara | 14,93 25,96

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:
1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah terluar, rasio siswa
per kelas tertinggi terdapat di Kota Batam, Kepri (34,89) dan
Kota Dumai, Riau (33,02), sementara terendah ada di Kab.
Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (9,10).
2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi juga berada di
Kota Batam, Kepulauan Riau (34,22) dan terendah berada di
Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (16,78)

Kondisi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas
menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk tingkat SD (23,42) dan
SMP (27,27) belum sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
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Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA)  yang
mempersyaratkan kapasitas maksimum ruang kelas untuk SD
adalah 28 peserta didik dan untuk SMP adalah 32 peserta didik.
Namun demikian, beberapa daerah seperti Kota Batam dan Kota
Dumai menunjukkan bahwa daerah terdepan tersebut melebihi

dari ketentuan standar Sarana dan prasarana.

Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk
tingkat SD didapat gejala kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat
dari jumlah siswa terendah mencapai 9,10 di Kab. Kep. Sangihe,
Sulawesi Utara. Kekurangan siswa di sisi lain juga secara implisit
menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan
rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang
juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum

termanfaatkan secara maksimal.

Jika dikaji lebih mendalam pada kecamatan di
kabupaten/kota, terlihat bahwa ketimpangan rasio terjadi antara
daerah perkotaan dengan daerah terpencil yang jauh dari
perkotaan. Kab. Sanggau. Kalimantan Barat yang merupakan
daerah terluar dan juga merupakan daerah perbatasan dengan
Negara Malaysia, memiliki disparitas yang cukup tinggi antar
kecamatan. Sehingga kabupaten ini menjadi prioritas dalam
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Wilayah
Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak
sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5
kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas,
Sintang, dan Kabupaten Bengkayang.
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Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat, terdapat 2 (dua)
pintu perbatasan (border gate) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau
dan Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Sanggau memiliki fasilitas
Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS) dengan
kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat
lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas

yang baik karena kondisi jalan yang buruk.

Grafik di bawah ini menunjukkan rasio siswa per ruang kelas
yang tak seimbang. Angka rasio S/K jenjang SD di Kab. Sanggau di
bawah nilai rata-rata dari standar yang ditetapkan, artinya semua
siswa di setiap kecamatan dapat ditampung dalam satu ruang kelas.
Rasio tertinggi ada di Kec. Tayan Hulu (25,36) dan terendah ada di
Kec. Noyan (13,52). Dengan rata-rata rasio siswa per ruang kelas
sebesar 18,78, kondisi ini menandakan bahwa hampir di setiap
kecamatan kekurangan siswa. Kekurangan siswa di sisi lain juga
secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang
mengakibatkan rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang
dan fasilitas yang juga dapat disebut sarana dan prasarana belum

termanfaatkan secara maksimal.
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Grafik 4.9. Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, Kab.

Sanggau, Kalbar, 2017.

PDSPK, Kemdikbud, 2017.
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Grafik 4.10. Rasio Siswa per Ruang Kelas SMP, Kab. Sanggau, Kalbar, 2017.

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.



Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun yang dihimpun bersama
dengan para kepala sekolah di Kabupaten Sanggau, Kalbar
menunjukkan bahwa betapa banyaknya tuntutan orang tua untuk
menyekolahkan anaknya pada sekolah favorit, sehingga dengan
banyaknya siswa dalam satu kelas menyebabkan proses
pembelajaran tidak berjalan efektif dan siswa kurang mendapat
perhatian dalam pembelajaran. Kepala sekolah disibukkan dengan
paksaan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah
yang menurut orang tua sudah turun-temurun menyekolahkan
anak mereka di sekolah tersebut. Selain itu, kondisi ini

menyebabkan tidak meratanya penyebaran guru dan siswa.

Pada daerah tertinggal, Rasio Siswa per Kelas digunakan
sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa di daerah
tertinggal dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan SD dan
SMP daerah tertinggal. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-
rata besarnya kepadatan kelas di SD dan SMP daerah tertinggal.
Indikatornya adalah semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat

kepadatan kelas makin tinggi.

Tabel 4.10. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Tertinggal, Tahun 2017

L. Rasio Siswa/ Kelas

Kabupaten / Kota Provinsi D SMP
Kab. Bondowoso Jawa Timur 16,9 27.9
Kab. Situbondo Jawa Timur 17,1 27,1
Kab. Sampang Jawa Timur 20,2 28,0
Kab. Bangkalan Jawa Timur 25,6 30,2
Kab. Aceh Singkil Aceh 23,0 25,7
Kab. Nias Sumatera Utara 19,2 26,6
Kab. Nias Selatan Sumatera Utara 20,2 27,1
Kab. Nias Barat Sumatera Utara 17,1 26,1
Kab. Nias Utara Sumatera Utara 16,6 25,9
Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat 16,4 27,2
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Rasio Siswa/ Kelas

Kabupaten / Kota Provinsi <D SMP
Kab. Solok Selatan Sumatera Barat 18,7 21,0
Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat 24,9 26,0
Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 20,7 29,2
Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 232 30,7
Kab. Lampung Barat Lampung 19,5 23,3
Kab. Pesisir Barat Lampung 20,3 22,8
Kab. Ketapang Kalimantan Barat 19,9 27,8
Kab. Landak Kalimantan Barat 17,4 29,0
Kab. Melawi Kalimantan Barat 17,4 22,5
Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat 19,8 24,3
Kab. Seruyan Kalimantan Tengah 16,6 21,4
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 12,6 19,6
Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 13,6 20,0
Kab. Donggala Sulawesi Tengah 19,0 24,7
Kab. Buol Sulawesi Tengah 17,5 21,6
Kab. ToliToli Sulawesi Tengah 19,2 24,3
Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah 20,6 26,0
Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 16,3 25,5
Kab. Sigi Sulawesi Tengah 18,1 23,2
Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah 15,7 19,6
Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah 14,5 21,6
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan 23,3 23,2
Kab. Konawe Sulawesi Tenggara 18,2 21,8
Kab. Bombana Sulawesi Tenggara 19,0 22,5
Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 14,7 22,1
Kab. Maluku Tengah Maluku 18,8 20,3
Kab. Buru Maluku 22,5 24,1
Kab. Seram Bagian Barat Maluku 18,9 24,8
Kab. Seram Bagian Timur Maluku 20,4 22,0
Kab. Buru Selatan Maluku 21,1 22,7
Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 27,0 25,4
Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 23,8 23,3
Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 24,4 28,1
Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 20,6 25,6
Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat 21,3 26,0
Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 20,9 23,7
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Rasio Siswa/ Kelas

Kabupaten / Kota Provinsi <D SMP
Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 22,2 21,6
Kab. Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 24,1 25,9
Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur 21,0 29,8
Kab. Ende Nusa Tenggara Timur 15,9 23,0
Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur 23,1 36,1
Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 19,8 28,7
Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 22,5 28,6
Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur 16,3 21,5
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 19,4 31,6
Kab. Nagakeo Nusa Tenggara Timur 17,1 22,5
Kab. Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 17,9 23,4
Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 28,4 31,3
Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 19,1 31,7
Kab. Biak Numfor Papua 21,0 29,1
Kab. Kepulauan Yapen Papua 18,2 27,3
Kab. Jaya wijaya Papua 33,0 32,7
Kab. Nabire Papua 24,9 25,2
Kab. Paniai Papua 37,8 29,7
Kab. Puncak Jaya Papua 28,7 26,3
Kab. Mappi Papua 28,7 31,2
Kab. Asmat Papua 27,5 24,5
Kab. Yahukimo Papua 39,8 36,1
Kab. Tolikara Papua 33,8 32,2
Kab. Sarmi Papua 16,6 27,6
Kab. Waropen Papua 15,7 21,6
Kab. Memberamo Raya Papua 36,1 32,3
Kab. Nduga Papua 38,7 18,4
Kab. Lanny Jaya Papua 36,6 33,9
Kab. Membramo Tengah Papua 26,2 27,8
Kab. Yalimo Papua 29,0 40,2
kab. Puncak Papua 25,3 26,3
Kab. Dogiyai Papua 41,2 27,7
Kab. Deiyai Papua 23,9 31,9
Kab. Intan Jaya Papua 25,8 22,7
Kab. Seluma Bengkulu 18,5 24,4
Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara 23,8 22,6
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L. Rasio Siswa/ Kelas

Kabupaten / Kota Provinsi <D SMP
Kab. Halmahera Barat Maluku Utara 14,3 21,3
Kab. Halmahera Selatan Maluku Utara 21,5 26,7
Kab. Halmahera Timur Maluku Utara 18,6 21,6
Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara 19,8 20,5
Kab. Pandeglang Banten 242 28,2
Kab. Lebak Banten 26,8 27,6
Kab. Boalemo Gorontalo 16,7 20,7
Kab. Pohuwato Gorontalo 18,9 21,9
Kab. Gorontalo Utara Gorontalo 16,2 22,6
Kab. Teluk Wondama Papua Barat 16,0 22,7
Kab. Teluk Bintuni Papua Barat 22,6 21,7
Kab. Sorong Selatan Papua Barat 22,5 22,9
Kab. Sorong Papua Barat 19,1 21,9
Kab. Tambrauw Papua Barat 16,8 16,9
Kab. Maybrat Papua Barat 15,0 19,1
Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat 21,0 26,9
Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat 18,9 25,1

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat menunjukkan:

1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah tertinggal, rasio
siswa per kelas tertinggi terdapat di Kab. Dogiyai Papua (41,2),
sementara terendah ada di Kab. Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan (12,6).

2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi juga berada di
Kab. Yalimo, Papua (40,2) dan terendah berada di Kab.
Tambrauw, Papua Barat (16,9)

Namun jika dilihat per kabupaten/kota, beberapa daerah
seperti Kab. Dogiyai, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Paniai,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Memberamo Raya, Kab. Tolikara, Kab. Jaya
wijaya, Kab. Yalimo, Kab. Puncak Jaya, Kab. Mappi, dan Kab.

Sumba Barat Daya, menunjukkan bahwa rata-rata rasio siswa per
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kelas di daerah tersebut melebihi ketentuan standar sarana dan
prasarana untuk tingkat pendidikan SD. Sedangkan pada tingkat
pendidikan SMP, daerah yang melebihi ketentuan adalah Kab.
Yalimo, Kab. Manggarai, Kab. Yakuhimo, Kab Lanny Jaya, Kab.
Jaya Wijaya, Kab Memberamo Jaya dan Kab. Tolikara.

Kondisi ini menimbulkan kepadatan siswa hanya pada daerah
tersebut. Indikasi yang terjadi adalah sulitnya keterjangkauan akses
pendidikan pada daerah lain, sehingga banyak anak-anak usia
sekolah yang bersekolah pada daerah tersebut. Di sisi lain, angka
ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD didapat gejala
kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah
mencapai 12,6 yang terjadi di Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan
Selatan. Kekurangan siswa disisi lain juga secara implisit
menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan
rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang
juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum

termanfaatkan secara maksimal.

3. Rasio Rombel per Sekolah

Rasio rombel per Sekolah digunakan untuk mengetahui
ketersediaan kelas yang dibandingkan dengan jumlah rombel yang
ada dalam suatu sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SMP di
daerah terdepan. Rasio rombel terhadap ruang kelas ini, jika lebih
dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari
syarat yang ditentukan dalam SPM dan SNP. Dampak yang terjadi
adalah pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan kelas
rangkap (double shift). Dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007
disebutkan bahwa satu SD memiliki minimum 6 rombongan

belajar dan maksimum 24 rombongan belajar dan satu SMP/MTs
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memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24

rombongan belajar.
a. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Terdepan

Tabel 4.11. Rasio Rombel/Sekolah SD dan SMP Daerah Terdepan, 2017

Rasio
Kabupaten/Kota Provinsi Rombel/Sekolah
SD SMP
Kab. Sambas Kalimantan Barat 7,4 7,4
Kab. Sintang Kalimantan Barat 6,8 6,8
Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat 6,1 5,0
Kab. Bengkayang Kalimantan Barat 6,6 6,2
Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur 6,7 4,9
Kab. Maluku Tenggara Barat | Maluku 6,6 53
Kab. Kepulauan Aru Maluku 6,6 5,4
Kab. Maluku Barat Daya Maluku 6,2 44
Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur 7,0 59
Kab. Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 6,9 7,4
Kab. Belu Nusa Tenggara Timur 9,1 10,7
Kab. Alor Nusa Tenggara Timur 6,3 49
Kab. Rote-Ndao Nusa Tenggara Timur 7,2 9,6
Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 7,3 9,4
Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur 6,9 8,4
Kab. Merauke Papua 7,2 8,6
Kab. Boven Digoel Papua 6,9 7,7
Kab. Pegunungan Bintang Papua 6,4 4,5
Kab. Keerom Papua 6,4 7,1
Kab. Supiori Papua 6,1 5,9
Kab. Kepulauan Morotai Maluku Utara 6,1 5,0
Kab. Raja Ampat Papua Barat 6,2 4,3
Kab. Nunukan Kalimantan Utara 8,3 7,3

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa:
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1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah
terdepan adalah 6,9, dimana daerah yang memiliki rasio
tertinggi terdapat di Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (9,1)
dan terendah berada di Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
(6,1).

2. Rata-rata rasio robel per sekolah tingkat SMP untuk daerah
terdepan adalah 6,5, dimana daerah yang memiliki rasio
tertinggi juga di Kab. Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (10,7)
dan terendah ada di Kab. Raja Ampat, Papua Barat (4,3).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD
maupun SMP di daerah terdepan telah memenuhi ketentuan yang
dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan
minumum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum
rombel dalam satu SMP.

b. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Terluar

Pada rasio rombel terhadap ruang kelas di daerah terluar ini, jika
lebih dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari
syarat yang di tentukan dalam SPM dan SNP.

Tabel 4.12. Rasio Rombel per Sekolah SD dan SMP Daerah Terluar, 2017

Lo Rasio Rombel/Sekolah
Kabupaten/Kota Provinsi

SD SMP
Kab. Aceh Besar Aceh 7,36 6,64
Kota Sabang Aceh 7,20 7,67
Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara 7,04 9,01
Kab. Bengkalis Riau 9,35 10,09
Kab. Indragiri Hilir Riau 7,46 6,25
Kab. Pelalawan Riau 9,95 8,20
Kab. Rokan Hilir Riau 9,67 7,72
Kab. Kepulauan Meranti Riau 6,82 5,83
Kota Dumai Riau 14,15 12,46
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Rasio Rombel/Sekolah

Kabupaten/Kota Provinsi

SD SMP
Kab. Sanggau Kalimantan Barat 6,60 6,46
Kab. Berau Kalimantan Timur 8,46 8,63
Kab. Kep. Sangihe Sulawesi Utara 6,00 4,46
Kab. Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 6,16 5,51
Kota Jayapura Papua 11,84 13,06
Kab. Bintan Kepulauan Riau 8,67 8,13
Kab. Karimun Kepulauan Riau 9,44 8,06
Kab. Natuna Kepulauan Riau 6,88 6,62
Kab. Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau 6,32 4,48
Kota Batam Kepulauan Riau 13,29 9,50
Kab. Malinau Kalimantan Utara 6,70 4,97

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa:

1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah

terluar adalah 8,44, di mana daerah yang memiliki rasio

tertinggi terdapat di Kota Dumai. Riau (14,15) dan terendah

berada di Kab. Kepulaian Sangihe, Sulawesi Utara (6,0).

2. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SMP untuk daerah

terluar adalah 7,77, di mana daerah yang memiliki rasio

tertinggi juga di Kota Jayapura, Papua (13,06) dan terendah
ada di Kab. Kepulaian Sangihe, Sulawesi Utara (4,46).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD

maupun SMP di daerah terluar telah memenuhi ketentuan yang

dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan

minumum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum

rombel dalam satu SMP.

c. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Tertinggal
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Pada rasio rombel terhadap ruang kelas di daerah terpencil ini, jika
lebih dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari
syarat yang di tentukan dalam SPM dan SNP.

Tabel 4.13. Rasio Rombel perSekolah SD dan SMP Daerah Tertinggal 2017

Rasio

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel/Sekolah

SD SMP

Kab. Bondowoso Jawa Timur 6,69 7,73
Kab. Situbondo Jawa Timur 6,50 9,37
Kab. Sampang Jawa Timur 6,13 4,86
Kab. Bangkalan Jawa Timur 6,47 6,21
Kab. Aceh Singkil Aceh 7,04 6,86
Kab. Nias Sumatera Utara 7,58 7,49
Kab. Nias Selatan Sumatera Utara 6,74 5,80
Kab. Nias Barat Sumatera Utara 7,51 6,92
Kab. Nias Utara Sumatera Utara 7,22 6,88
Kab. Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 7,63 7,54
Kab. Solok Selatan Sumatera Barat 7,46 6,34
Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat 8,64 8,72
Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 6,85 8,72
Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 8,18 9,31
Kab. Lampung Barat Lampung 7,12 7,67
Kab. Pesisir Barat Lampung 7,43 6,92
Kab. Ketapang Kalimantan Barat 6,87 6,39
Kab. Landak Kalimantan Barat 6,06 6,77
Kab. Melawi Kalimantan Barat 6,44 426
Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat 7,29 6,15
Kab. Seruyan Kalimantan Tengah 6,78 5,14
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 6,39 5,93
Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 6,17 4,88
Kab. Donggala Sulawesi Tengah 6,28 6,27
Kab. Buol Sulawesi Tengah 6,25 5,35
Kab. ToliToli Sulawesi Tengah 6,50 5,64
Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah 6,51 6,58
Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 6,43 5,82
Kab. Sigi Sulawesi Tengah 6,38 6,42
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Rasio

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel/Sekolah

SD SMP

Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah 6,49 4,53
Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah 6,31 5,57
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan 6,61 7,07
Kab. Konawe Sulawesi Tenggara 6,40 7,39
Kab. Bombana Sulawesi Tenggara 6,58 5,29
Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 6,00 5,06
Kab. Maluku Tengah Maluku 6,53 6,85
Kab. Buru Maluku 6,73 6,02
Kab. Seram Bagian Barat Maluku 6,57 6,02
Kab. Seram Bagian Timur Maluku 6,59 4,75
Kab. Buru Selatan Maluku 6,28 4,26
Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 7,32 8,32
Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 6,58 6,44
Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 7,17 6,97
Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 6,65 7,03
Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat 6,87 8,89
Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 6,44 7,84
Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 7,51 6,55
Kab. Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 6,86 7,42
Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur 6,97 7,61
Kab. Ende Nusa Tenggara Timur 6,36 6,75
Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur 8,47 12,32
Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 7,27 7,57
Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 9,31 8,30
Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur 6,49 5,61
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 7,46 7,78
Kab. Nagakeo Nusa Tenggara Timur 6,33 6,34
Kab. Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 7,79 6,27
Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 9,85 7,86
Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 6,69 6,07
Kab. Biak Numfor Papua 6,73 6,35
Kab. Kepulauan Yapen Papua 6,69 7,44
Kab. Jaya wijaya Papua 6,84 6,94
Kab. Nabire Papua 7,81 6,81
Kab. Paniai Papua 7,23 7,50
Kab. Puncak Jaya Papua 6,74 5,71
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Rasio

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel/Sekolah

SD SMP

Kab. Mappi Papua 6,88 10,53
Kab. Asmat Papua 6,27 5,61
Kab. Yahukimo Papua 7,52 4,61
Kab. Tolikara Papua 6,44 5,72
Kab. Sarmi Papua 6,50 5,35
Kab. Waropen Papua 6,37 5,71
Kab. Memberamo Raya Papua 6,11 421
Kab. Nduga Papua 7,36 4,00
Kab. Lanny Jaya Papua 5,97 4,52
Kab. Membramo Tengah Papua 6,03 3,88
Kab. Yalimo Papua 6,74 4,20
kab. Puncak Papua 5,52 5,83
Kab. Dogiyai Papua 7,33 4,92
Kab. Deiyai Papua 5,47 4,55
Kab. Intan Jaya Papua 5,50 3,71
Kab. Seluma Bengkulu 6,56 7,23
Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara 6,04 5,14
Kab. Halmahera Barat Maluku Utara 6,12 4,66
Kab. Halmahera Selatan Maluku Utara 6,29 4,67
Kab. Halmahera Timur Maluku Utara 6,45 4,84
Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara 6,34 4,52
Kab. Pandeglang Banten 6,97 10,05
Kab. Lebak Banten 7,07 8,17
Kab. Boalemo Gorontalo 6,33 5,37
Kab. Pohuwato Gorontalo 6,46 5,74
Kab. Gorontalo Utara Gorontalo 6,30 5,46
Kab. Teluk Wondama Papua Barat 6,35 5,57
Kab. Teluk Bintuni Papua Barat 7,20 518
Kab. Sorong Selatan Papua Barat 6,30 5,80
Kab. Sorong Papua Barat 6,30 5,40
Kab. Tambrauw Papua Barat 5,82 3,93
Kab. Maybrat Papua Barat 5,79 4,31
Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat 6,89 7,89
Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat 6,75 6,81

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017. wa:
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1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah
tertinggal adalah 6,79, di mana daerah yang memiliki rasio
tertinggi terdapat di Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara
Timur (9,85) dan terendah berada di Kab. Deiyai, Papua
(5,47).

2. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SMP untuk daerah
tertinggal adalah 6,65, di mana daerah yang memiliki rasio
tertinggi juga di Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur
(12,32) dan terendah ada di Kab. Intan Jaya, Papua (3,71).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD
maupun SMP di daerah tertinggal telah memenuhi ketentuan yang
dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan
minumum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum
rombel dalam satu SMP.

4. Rasio Ruang Kelas per Rombel

Rombel adalah kelompok peserta didik (murid/siswa) yang
terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan (jenjang
pendidikan). Idealnya angka rasio ini adalah 1 (satu). Angka rasio
lebih dari satu menunjukkan rombel yang lebih banyak dari ruang
kelas yang tersedia atau terdapat ruang kelas yang digunakan lebih
dari sekali. Kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum
digunakan. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan
penggunaan ruang kelas secara bergantian. Makin tinggi nilainya
berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki. Kegunaan
untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah
dan wilayah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan

prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.
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a. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Terdepan

Tabel berikut menggambarkan rasio Ruang Kelas per rombongan

belajar untuk daerah terdepan.

Tabel 4.14. Rasio Ruang Kelas/Rombel SD dan SMP Daerah Terdepan,

2017

Rasio Ruang

Kabupaten / Kota Provinsi Kelas/Rombel

SD SMP
Kab. Sambas Kalimantan Barat 1,1 1,0
Kab. Sintang Kalimantan Barat 1,0 0,9
Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat 1,1 1,0
Kab. Bengkayang Kalimantan Barat 1,0 1,0
Kab. Mahakam Ulu Kalimantan Timur 1,1 1,0
Kab. Maluku Tenggara Barat Maluku 1,0 0,9
Kab. Kepulauan Aru Maluku 1,1 0,9
Kab. Maluku Barat Daya Maluku 1,0 1,0
Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur 1,0 1,0
Kab. Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 0,9 1,0
Kab. Belu Nusa Tenggara Timur 0,9 1,0
Kab. Alor Nusa Tenggara Timur 1,1 1,0
Kab. Rote-Ndao Nusa Tenggara Timur 1,0 1,0
Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 1,0 1,1
Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur 0,9 1,1
Kab. Merauke Papua 1,1 1,1
Kab. Boven Digoel Papua 1,1 0,9
Kab. Pegunungan Bintang Papua 1,1 0,9
Kab. Keerom Papua 1,1 0,9
Kab. Supiori Papua 1,0 1,0
Kab. Kepulauan Morotai Maluku Utara 1,1 1,1
Kab. Raja Ampat Papua Barat 1,1 1,0
Kab. Nunukan Kalimantan Utara 1,1 1,1

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan memperhatikan rasio siswa per rombel dengan rasio

rombel per ruang kelas, menunjukkan bahwa ketersediaan ruang

kelas di beberapa daerah terdepan cukup ideal mengingat rata-rata
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rasio ini tidak melebihi angka 1 sebagaimana yang disyaratkan
dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007. Hanya beberapa daerah
yang rasionya di bawah angka satu namun jumlahnya tidak

signifikan, hanya 0,9.

Dari tabel di atas menunjukkan kondisi sekolah dengan
jumlah ruang yang lebih menunjukkan tidak efisien, artinya
terdapat sejumlah ruang kelas tidak dimanfaatkan secara optimal,
namun di sisi lain kekurangan ruang kelas cukup tinggi, ini
menunjukkan bahwa di beberapa sekolah masih menggunakan
sistem double shift, dilihat dari efektivitas pengajaran kelas dengan

double shift jam belajarnya tidak optimal.

b. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Terluar

Rasio Ruang Kelas per Rombel digunakan untuk melihat
kecukupan ruang kelas yang tersedia baik di SD maupun di SMP
pada daerah terluar. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan
rombel yang lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia.
Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan
ruang kelas secara bergantian. Tabel berikut menggambarkan rasio
Ruang Kelas per rombongan belajar untuk daerah terluar.

Tabel 4.15. Rasio Ruang Kelas per Rombel SD dan SMP Daerah Terluar,
2017

L Rasio R. Kelas/Rombel
Kabupaten/Kota Provinsi

SD SMP
Kab. Aceh Besar Aceh 0,99 0,88
Kota Sabang Aceh 0,97 0,91
Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara 1,03 0,98
Kab. Bengkalis Riau 1,06 0,95
Kab. Indragiri Hilir Riau 1,09 1,02
Kab. Pelalawan Riau 1,12 1,05
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Rasio R. Kelas/Rombel
Kabupaten/Kota Provinsi

SD SMP
Kab. Rokan Hilir Riau 1,02 0,98
Kab. Kepulauan Meranti Riau 0,98 0,99
Kota Dumai Riau 1,28 1,02
Kab. Sanggau Kalimantan Barat 1,00 0,97
Kab. Berau Kalimantan Timur 1,07 1,00
Kab. Kep. Sangihe Sulawesi Utara 0,97 0,83
Kab. Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 0,97 0,93
Kota Jayapura Papua 0,98 0,95
Kab. Bintan Kepulauan Riau 1,10 0,97
Kab. Karimun Kepulauan Riau 1,17 0,95
Kab. Natuna Kepulauan Riau 1,01 0,76
Kab. Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau 1,03 0,83
Kota Batam Kepulauan Riau 1,19 1,03
Kab. Malinau Kalimantan Utara 1,01 1,02

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan Sarpras, baik di
tingkat SD maupun SMP yakni Kota Dumai, Riau (SD 1,28), Kota
Batam, Kepri (SD 1,19), Kab. Karimun, Kepri (SD 1,17), Kab.
Palalawan, Riau (SD 1,12). Tingginya angka rasio yang melebihi
angka 1 ini menunjukkan banyaknya ruang kelas yang digunakan
beberapa kali oleh rombongan belajar. Artinya, pemerintah perlu

menambah ruang kelas baru untuk mengatasi hal tersebut.

Namun untuk mengatasi hal tersebut, tidak mudah. Hasil
DKT dengan peserta di Kab. Sanggau, Kalbar menjelaskan bahwa
beberapa sekolah terutama yang berada di perkotaan sudah cukup
sulit untuk mendapatkan lahan pembangunan ruang kelas baru.
Umumnya sekolah berdiri di lingkungan perumahan yang padat
penduduk. Sekolah sudah membangun ke atas, namun kapasitas

untuk menampung siswa tidak memadai. Selain itu, sekolah merasa
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beruntung jika memiliki jumlah siswa yang banyak. Dengan siswa
yang banyak, maka jumlah yang terdata di Dapodik juga banyak,

sehingga sekolah bisa memperoleh bantuan yang cukup banyak.

Kondisi ini menyebabkan ketimpangan bagi sekolah lain yang
di pinggiran dalam satu kabupaten yang tidak mendapatkan siswa
karena selain jauh, sekolah juga dianggap tidak favorit. Dengan
sedikitnya jumlah siswa, maka sedikit pula bantuan yang akan
diterima dari Pusat, karena bantuan sarpras berdasarkan data
Dapodik.

c. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Tertinggal

Rasio Ruang Kelas per Rombel digunakan untuk melihat
kecukupan ruang kelas yang tersedia bagik di SD mapun di SMP
pada daerah tertinggal. Angka rasio lebih dari 1 (satu)
menunjukkan rombel yang lebih banyak dari ruang kelas yang
tersedia. Tabel berikut menggambarkan rasio Ruang Kelas per
rombongan belajar untuk daerah tertinggal, Tahun 2017.

Tabel 4.16. Rasio Ruang Kelas per Rombel SD dan SMP, Daerah
Tertinggal, 2017

Rasio Kelas /
Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel

SD SMP

Kab. Bondowoso Jawa Timur 0,99 | 1,07
Kab. Situbondo Jawa Timur 1,00 | 1,05
Kab. Sampang Jawa Timur 1,04 | 1,13
Kab. Bangkalan Jawa Timur 1,10 | 1,13
Kab. Aceh Singkil Aceh 1,04 | 1,00
Kab. Nias Sumatera Utara 0,93 | 0,93
Kab. Nias Selatan Sumatera Utara 0,97 | 1,00
Kab. Nias Barat Sumatera Utara 0,93 | 1,02
Kab. Nias Utara Sumatera Utara 0,91 | 0,96
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Rasio Kelas /

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel

SD SMP
Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat 0,99 1,08
Kab. Solok Selatan Sumatera Barat 1,03 | 0,85
Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat 1,03 | 0,97
Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 0,99 | 0,99
Kab. Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 1,03 | 1,11
Kab. Lampung Barat Lampung 0,97 | 0,91
Kab. Pesisir Barat Lampung 1,00 | 0,87
Kab. Ketapang Kalimantan Barat 1,13 | 1,00
Kab. Landak Kalimantan Barat 1,05 | 0,96
Kab. Melawi Kalimantan Barat 1,14 | 0,97
Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat 1,05 | 0,99
Kab. Seruyan Kalimantan Tengah 0,93 | 0,90
Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 0,98 | 0,88
Kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 0,95 | 091
Kab. Donggala Sulawesi Tengah 1,03 | 0,96
Kab. Buol Sulawesi Tengah 0,97 | 093
Kab. ToliToli Sulawesi Tengah 1,04 | 0,98
Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah 1,03 | 1,01
Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 0,96 | 0,98
Kab. Sigi Sulawesi Tengah 1,06 | 0,97
Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah 0,96 | 0,94
Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah 0,96 | 0,92
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan 1,02 | 0,92
Kab. Konawe Sulawesi Tenggara 1,03 | 0,90
Kab. Bombana Sulawesi Tenggara 1,05 | 1,00
Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 0,98 | 0,93
Kab. Maluku Tengah Maluku 1,00 | 0,88
Kab. Buru Maluku 1,17 | 1,02
Kab. Seram Bagian Barat Maluku 0,97 | 1,02
Kab. Seram Bagian Timur | Maluku 0,98 | 091
Kab. Buru Selatan Maluku 1,09 | 091
Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 1,08 | 0,95
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Rasio Kelas /

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel

SD SMP
Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 1,04 | 1,00
Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 1,04 | 1,07
Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 1,04 | 0,98
Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat 1,00 | 1,00
Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 1,03 | 0,99
Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 1,02 | 091
Kab. Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 1,02 | 0,93
Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | 0,94 | 1,05
Kab. Ende Nusa Tenggara Timur | 0,95 | 0,92
Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur | 0,94 | 1,24
Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur | 0,95 | 1,02
Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur | 0,86 | 0,98
Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur | 0,94 | 0,87
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur | 0,96 | 1,20
Kab. Nagakeo Nusa Tenggara Timur | 0,95 | 0,91
Kab. Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur | 0,89 | 0,88
Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur | 0,93 | 0,97
Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur | 0,96 | 1,26
Kab. Biak Numfor Papua 1,00 | 0,99
Kab. Kepulauan Yapen Papua 0,98 | 0,92
Kab. Jaya wijaya Papua 1,03 | 0,98
Kab. Nabire Papua 1,03 | 0,97
Kab. Paniai Papua 1,08 | 0,90
Kab. Puncak Jaya Papua 0,99 | 1,05
Kab. Mappi Papua 1,16 | 1,08
Kab. Asmat Papua 1,21 | 0,95
Kab. Yahukimo Papua 1,02 | 1,01
Kab. Tolikara Papua 0,95 | 091
Kab. Sarmi Papua 1,05 | 1,07
Kab. Waropen Papua 1,09 | 1,01
Kab. Memberamo Raya Papua 2,31 | 1,18
Kab. Nduga Papua 1,24 | 0,90
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Rasio Kelas /

Kabupaten / Kota Nama Provinsi Rombel

SD SMP
Kab. Lanny Jaya Papua 0,97 | 0,96
Kab. Membramo Tengah Papua 1,11 | 1,03
Kab. Yalimo Papua 1,26 | 1,29
kab. Puncak Papua 1,10 | 1,06
Kab. Dogiyai Papua 1,12 | 0,89
Kab. Deiyai Papua 1,01 | 1,02
Kab. Intan Jaya Papua 1,01 | 0,90
Kab. Seluma Bengkulu 0,99 | 0,94
Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara 1,22 | 0,97
Kab. Halmahera Barat Maluku Utara 1,01 | 0,98
Kab. Halmahera Selatan Maluku Utara 1,06 | 1,10
Kab. Halmahera Timur Maluku Utara 1,00 | 0,90
Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara 1,01 | 0,94
Kab. Pandeglang Banten 1,03 | 0,96
Kab. Lebak Banten 1,07 | 0,93
Kab. Boalemo Gorontalo 0,90 | 0,93
Kab. Pohuwato Gorontalo 0,97 | 0,93
Kab. Gorontalo Utara Gorontalo 1,01 | 0,98
Kab. Teluk Wondama Papua Barat 0,97 | 0,92
Kab. Teluk Bintuni Papua Barat 1,16 | 1,04
Kab. Sorong Selatan Papua Barat 1,12 | 0,94
Kab. Sorong Papua Barat 1,09 | 0,97
Kab. Tambrauw Papua Barat 1,04 | 0,88
Kab. Maybrat Papua Barat 1,07 | 0,92
Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat 0,99 | 1,01
Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat 1,00 | 0,99

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan memperhatikan rasio siswa per rombel dengan rasio

rombel per ruang kelas pada daerah tertinggal, menunjukkan

bahwa ketersediaan ruang kelas di beberapa daerah tertinggal

cukup ideal mengingat rata-rata rasio ini tidak melebihi angka 1
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sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendiknas No. 24 tahun
2007 tersebut. Hanya beberapa daerah yang rasionya di bawah
angka satu namun jumlahnya tidak signifikan, hanya 0,8. Namun
jika diamati per kabupaten/kota terdapat beberapa Kabupaten/kota
yang rombelnya berlebih dan tidak mendapatkan ruang kelas,
sehingga diindikasikan oleh sekolah untuk dilaksanakan secara
bergantian (pagi dan siang). Untuk tingkat pendidikan SD terdapat
7% daerah yang sesuai indikator, di atas indikator terdapat 55%
daerah dan di bawah indikator terdapat 38% daerah. Sedangkan
pada tingkat pendidikan SMP terdapat 29% daerah yang melebihi
rasio indikator, 6,1% daerah yang sesuai indikator dan 64,6% di

bawah indikator.

Di atas
Indikator;
29,3%

Di Bawah
Indikator;
64,6%

Sesuai
Indikator; 6,1%
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Di atas
Indikator; 55%

Di Bawah
Indikator; 38%

Sesuai
Indikator; 7%

Grafik 4.11. (SD-SMP) Kesesuaian Indikator Rasio Rombel Per Ruang
Kelas SD dan SMP, Daerah Tertinggal, tahun 2017

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

5. Ketersediaan Perpustakaan

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara jumlah
perpustakaan (Perpus) di daerah 3T dengan jumlah sekolah yang
ada, dan dinyatakan dalam persentase. Intinya rasio ini digunakan
untuk mengetahui sekolah yang belum memiliki perpustakaan.
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Grafik 4.12. Ketersediaan dan Kualitas Perpustakaan Daerah 3T

Ketersediaan dan Kualitas Perpustakaan SD, 2017

68,40%
58,54%
52,92%
5,19%
0,69%
6,68%
Tertinggal Terdepan Terluar

Ketersediaan dan Kualitas Perpustakaan SMP, 2017

76,49%
70,77%
58,72%
6,69% 5,19%
0,63%
Tertinggal Terdepan Terluar

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

m Ada

B Rusak

m Ada

M Rusak

Sama halnya dengan SD, ketersediaan Perpustakaan untuk
tingkat pendidikan SMP belum seluruh sekolah di daerah 3T
memiliki perpustakaan. Pada daerah terluar terdapat 76,49% dari

keseluruhan sekolah memiliki Perpustakaan dengan kondisi rusak
sebanyak 10,63%. Daerah terdepan hanya 70,77% dari seluruh SMP
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yang memiliki Perpustakaan dan mengalami kerusakan sebanyak
15,19%. Pada daerah tertinggal hanya 58,72% SMP yang memiliki
perpustakaan dengan kondisi rusak sebanyak 16,69%.

a. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Terdepan

Pada daerah terdepan, baru terdapat 58,5% atau sebanyak 2.451
sekolah yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan
sebanyak 4.187 sekolah. Dari jumlah 2.451 perpustakaan, dalam
kondisi baik (25,4%), rusak ringan (55,3%), rusak sedang (6,7%),
rusak berat (7%), dan Rusak total (5,6%). Sementara untuk tingkat
SMP di daerah terdepan, terdapat 70,77% atau sebanyak 961
sekolah yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan
sebanyak 1.358 SMP. Dari jumlah 961 perpustakaan, dalam kondisi
baik (23,8%), rusak ringan (54,8%), rusak sedang (6,1%), rusak
berat (8,1%), dan rusak total (7,1%). Berikut uraian kondisi
perpustakaan di setiap kabupaten di daerah terdepan.

Tabel 4.17. Ketersediaan Perpustakaan SD di Daerah Terdepan, 2017

Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml
Provinsi Kab/ Kota Sklh Perp . Rusak Rusak Rusak Rusak
us Baik
Rgan Sdang Brat Total
Kalimantan
Barat Kab. Sambas 366 | 292 | 30% | 56% 6% 5% 2%
Kalimantan .
Barat Kab.Sintang | 30 | 537 | 14 | 62% | 8% 9% 7%
Kalimantan | Kab. Kapuas
Barat Hulu 409 240 30% 60% 4% 2% 4%
Kalimantan | Kab.
Barat Bengkayang 274 174 25% | 52% 7% 10% 6%
Kalimantan | Kab. Mahakam
Timur Ulu 39 57 23% 35% 16% 16% 11%
Maluku Kab. Maluku
Tenggara Barat 120 65 23% 55% 5% 9% 8%
Kab. Kepulauan

Maluk

Ak Aru 140 |79 | &7% | 20% 4% 3% 6%
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Nama ml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab/ Kota Skih Perp Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
us a Rgan Sdang Brat Total
Kab. Maluku
Maluku Barat Daya 153 | 46 | 30% | 57% 0% 4% 9%
Nusa
Tenggara Kab. Kupang
Timur 358 233 27% 52% 6% 7% 7%
?:If;gara Kab. Timor
Timur TengahUtara | ys | 505 | 200 | 54 | 129 | 7% 8%
Nusa
Tenggara Kab. Belu
Timur 145 113 37% 46% 5% 5% 6%
Nusa
Tenggara Kab. Alor
Timur 275 86 7% 59% 9% 17% 7%
Nusa
Tenggara Kab. Rote-Ndao
Timur 143 100 17% 60% 6% 9% 8%
Nusa Kab. Sabu
Tenggara Raijua
Timur 77 82 30% 61% 5% 4% 0%
Nusa
Tenggara Kab. Malaka
Timur 207 95 18% 65% 6% 4% 6%
Papua Kab. Merauke | 198 | 74 27% | 61% 4% 5% 3%
Papua Kab. Boven
Digoel 98 30 33% 50% 7% 7% 3%
Papua Kab. Peg.
Bintang 60 5 60% 40% 0% 0% 0%
Papua Kab. Keerom 72 32 19% | 63% 9% 6% 3%
Papua Kab. Supiori 40 41 10% | 61% 7% 12% 10%
Maluku Kab. Kepulauan
Utara Morotai 82 50 38% 44% 6% 8% 4%
Papua Kab. Raja
Barat Ampat 106 19 5% 47% 16% 16% 16%
Kalimantan
Utara Kab-Nunukan |13y | g6 | 1996 | 7196 | 4% 5% 29%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.
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b. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Terluar

Pada daerah terluar, terdapat 2.786 sekolah yang memiliki
Perpustakaan atau baru sebesar 68,4% dari 4.073 jumlah
keseluruhan sekolah di daerah terluar. Dengan kondisi
perpustakaan baik (32,6%), rusak ringan (55,6%), rusak sedang
(5,2%), rusak berat (3,5%), dan rusak total (3,2%). Sementara untuk
tingkat SMP, baru terdapat 950 sekolah atau sebesar 76,5% yang
memiliki Perpustakaan dari 1.242 jumlah keseluruhan SMP.
Dengan kondisi perpustakaan baik (30,1%), rusak ringan (51,3%),
rusak sedang (8%), rusak berat (6,1%), dan rusak total (4,5%).
Tabel berikut menggambarkan ketersediaan Perpustakaan di

masing-masing kabupaten daerah terluar tahun 2017.

Tabel 4.18. Ketersediaan Perpustakaan Tingkat SD, Daerah Terluar 2017

Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab / Kota Sklh Perp Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
us Rgan Sdang | Brat Total
Aceh Kab. Aceh Besar 210 193 19% 69% 7% 4% 2%
Acch Kota Sabang 25 23 48% | 48% 0% 4% 0%
Riau Kab. Bengkalis 339 236 32% 56% 6% 3% 3%
Kab. I iri
Riau H?Er ndragiri sto | a1 | 33% | 55% 7% 3% 3%
Riau Kab. Pelalawan 225 171 42% 52% 3% 2% 1%
Kab. Rok:
Riau H?lir oxan s | 130 | 2% | 8% 9% 7% 5%
. 1
Riau ;a:;ai;p wauan e | 1e |17% | 59% 12% 8% 4%
Riau Kota Dumai 105 96 36% 51% 2% 3% 7%
Kali
Bar;rtnaman Kab. Sanggau |, | .0 | 27% | 60% 8% 2% 3%
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Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml
Provinsi Kab / Kota Skih Perp Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
us Rgan Sdang | Brat Total
Kalimantan
Kab. B 439 29 39 9% 9
Timur ab. Berau 163 79 % | 52% % 3% 0%
Sulawesi Kab. Kep. 0 0
30 0 0,
Utara Sangihe 209 192 36% | 52% o 3% 6%
Sulawesi Kab. Kepulauan 0 0 0 o Y
Utara Talaud 116 95 25% | 55% 7% 3% 9%
Papua Kota Jayapura 89 75 35% 59% 1% 0% 5%
Kepulauan . N N o o o
Riau Kab. Bintan 97 70 20% | 59% 1% 17% 3%
Kepulauan .
Kab. K 389 19 49 49 29
Riau ab. Karimun 136 90 8% | 51% % % %
Kepulauan 0 0 0 o 0
Riau Kab. Natuna 30 83 35% 53% 10% 1% 1%
Kepulauan Kab. Kepulauan N N o o o
Riau Anambas 25 20 45% | 50% 0% 5% 0%
Kepulauan
30 0y 0y 0 0y
Riau Kota Batam 148 114 53% 44% 1% 1% 2%
Kalimantan | .1, Malinau 25% | 61% | 3% 6% 5%
Utara ’ 106 64 ’ ’ o7 ’ ?

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.19. Ketersediaan Perpustakaan SMP, Daerah Terluar 2017

Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama b Jml
Provinsi Kab /Kota Skih Perp Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
us Rgan Sdang Berat Total
Aceh Kab. Aceh Besar | 72 66 23% | 55% 12% 9% 2%
Aceh Kota Sabang 9 9 33% | 67% 0% 0% 0%
Sumatera Kab. Serdang 87
Utara Bedagai 75 32% | 51% 11% 5% 1%
Riau Kab. Bengkalis | 98 81 23% | 62% 6% 6% 2%
Kab. Indragiri 135
Riau Hilir 75 23% 45% 9% 12% 11%
Riau Kab. Pelalawan | 0 50 48% | 44% 8% 0% 0%
Kab. Rokan 122
Riau Hilir 80 18% 56% 10% 4% 13%
Kab. Kepulauan 47
Riau Meranti 28 21% 36% 11% 14% 18%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab / Kota Sklh Perp Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
us Rgan Sdang | Berat Total

Riau Kota Dumai 35 28 18% 71% 7% 0% 4%
Kalimantan 90
Barat Kab. Sanggau 79 25% | 51% 11% 6% 6%
Kalimantan 49
Timur Kab. Berau 39 44% 51% 5% 0% 0%
Sulawesi Kab. Kep. 54
Utara Sangihe 45 22% 53% 9% 9% 7%
Sulawesi Kab. Kepulauan 47
Utara Talaud 43 21% 44% 7% 16% 12%
Papua Kota Jayapura 21 15 20% 67% 7% 7% 0%
Kepul
R T Kab. Bintan 5 |30 | 27% | 40% 13% | 20% | 0%
Kepulauan
Riau Kab. Karimun 50 31 39% | 48% 10% 3% 0%
Kepulauan
Riau Kab. Natuna 21 20 25% | 60% 15% 0% 0%
Kepulauan | Kab. Kepulauan
Riau Anambas 25 20 45% 50% 0% 5% 0%
Kepulauan
Riau Kota Batam 148 114 53% 44% 1% 1% 2%
Kalimantan

3 (V) 0, (v 0 0,
Utara Kab. Malinau 4 22 27% 64% 5% 5% 0%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Kurangnya perpustakaan pada tingkat SD maupun SMP di
daerah terluar ini harus ditanggulangi bersama antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Pentingnya tempat penyimpanan
dan tempat membaca buku bagi anak-anak di daerah terluar,
dengan menyediakan buku-buku bacaan yang menarik tentang
sejarah Indonesia dan bacaan-bacaan tentang Indonesia, akan
meningkatkan rasa kecintaan pada bangsa Indonesia. Di
khawatirkan, dengan dekatnya daerah tersebut dari negara-negara

lain, arus masuk buku-buku bacaan dengan paham lain serta
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budaya lain, akan mempengaruhi karakter dan rasa nasionalisme

pada bangsa Indonesia.

c. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Tertinggal

Pada daerah tertinggal, hanya terdapat 52,9% atau sebanyak 11.188
SD yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak
21.140 sekolah. Dari jumlah 11.188 SD yang memiliki perpustakan,
dalam kondisi baik (26,5%), rusak ringan (55,7%), rusak sedang
(7,1%), rusak berat (5,7%), dan rusak total (5%). Sementara untuk
tingkat SMP, baru terdapat 58,72% atau sebanyak 3.596 sekolah
yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak
6.124 SMP. Dari jumlah11.188 SD yang memiliki perpustakan,
dalam kondisi baik (25,2%), rusak ringan (49,1%), rusak sedang
(9%), rusak berat (8,5%), dan rusak total (8,2%). Tabel berikut
menggambarkan ketersediaan Perpustakaan di masing-masing

kabupaten yang berada di daerah tertinggal tahun 2017.

Tabel 4.20. Ketersediaan Perpustakaan SD, Daerah Tertinggal 2017

Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Kab / Kota Perp
Provinsi Skih us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
Kab.
1 (V) (V (V 0y (V
Jawa Timur Bondowoso 512 277 26% 56% 5% 7% 5%
1 . 1 3 [V 0, 0, 0y 0,
Jawa Timur | Kab. Situbondo 444 282 2% 60% 4% 2% 2%
1 3 0y 0y 0y 30 0y
Jawa Timur | Kab. Sampang 624 407 27% | 62% 6% % 2%
1 0y 0y 0y 0, 0y
Jawa Timur | Kab. Bangkalan 704 371 16% | 64% 8% 6% 6%
Kab. Aceh
(V (V) (v 0y 0,
Aceh Singkil 108 102 18% | 57% 8% 10% 8%
Sumatera
. 1 (V) (V) 3 (V 0y 0,
Utara Kab. Nias 160 1 18% | 27% 6% 9% 9%
Sumatera Kab. Nias
2 0, 0, 1 0, 2 0y 0,
Utara Selatan 354 10 0% 50% 0% 0% 0%
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Nama e/ Kota Jml 11:;; Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
%ﬁztera Kab. Nias Barat | | . | 12% [ 58% | 19% | 8% 4%
S t
U‘Z;Z " | Kab. Nias Utara e | u 0% | 73% 18% 0% 9%
Sumatera Kab. Solok 100
0, 0, 0, 0,
Barat Selatan 149 1 % 0% 0% 0% 0%
SBZE?tera g:rba.tPasaman » . 22% 78% 0% 0% 0%
S t Kab. Musi
Sumatera Kab. Musi
2 0, 0, 0, 1 0 0,

Selatan Rawas Utara 125 10 0% 70% 0% 0% 0%

Kab. L
Lampung B:fat ampung o | | 2% | 58% 10% 7% 1%

Kab. Pesisi
Lampung B:rbat eSSt 0 | 74 16% | 62% 12% 5% 4%
g:i:tnaman Kab.Ketapang | ;)3 | 5 | 39% | 47% | 8% o 2
Kali t
Barat | KabrLandak as6 | asg | 8% | 7% 7% o e
Kali
B:r:?antan Kab. Melawi 255 | 128 | 16 | 0% 1% e o
Kali Kab. K
B:r;‘:‘aman Ui:ra ayong 04 | o7 27% | 68% 2% 3% 0%
Kalimantan
Tengah Kab. Seruyan 165 131 41% | 52% 2% 1% 4%
Kalimantan | Kab. Hulu

30 30 0y 0 20
Selatan Sungai Utara 184 158 43% | 53% 1% 1 ’
1 i Kab. B i

e P P T L
?;E;fl Kab. Donggala 354 283 29% | 57% 6% 3% 6%
i‘;f;;s‘ Kab. Buol 6o | 11 | 7% | 66% 7% 5% 4%
i‘e‘ila;‘;;“ Kab. ToliToli | ) | | | 34% | s3% | 3% 3% 7%
Sulawesi Kab. Parigi 0 o 0 0, 9
Tengah Moutong 423 196 38% 47% 3% % 7
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Nama Kab / Kota Jml 11:;; Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
"Srtlnag:? Iljjlz oo 183 | 165 | 8% | 46% 5% 5% 5%
?F‘;Lag”:f‘ Kab. Sigi er | as | 7% | 37% 3% 1% 2%
lawesi Kab. Banggai
i‘;g;;s‘ L:Et anggal ol o 26% | 45% 5% 14% 10%
e
221:::?‘ Kab. Jeneponto | oo | oo | 20% | 53% 8% 8% 11%
i‘:ﬁ‘;;‘a Kab. Konawe s | 175 | 2% | 5% 10% 7% 7%
i‘:ﬁ‘g”;fr‘a Kab.Bombana | | o | . | 13% | 56% 13% 13% 7%
Sulawesi Kab. Konawe 22% 63% 3% 9% 3%
Tenggara Kepulauan 49 32
Kab. Maluk
Maluku T:Egahalu u w0 | g1 | 39% | 47% 8% 4% 2%
Maluku Kab. Buru 143 120 14% 60% 13% 5% 8%
Kab.
Maluku B:;aiegi ) 23 | a1 | 26% | 50% 10% 6% 8%
Kab.
Maluku B:;iaie?iﬁur e | 41% | 46% 4% 7% 3%
Kab. Buru
Maluku Selotan o u 24% | 46% 5% 17% 7%
NTB I;:ztmmb"k 50 | 205 | 5% | 67% 4% 1% 2%
Kab. Lombok
NTB T:Ega}‘l’mb" 601 | 471 | 29% | 59% 5% 4% 3%
Kab. Lombok
NTB Tiarzur"mb" 734 | 416 | 37% | 56% 2% 3% 2%
NTB Kab. Sumbawa 371 271 35% 55% 5% 3% 2%
NTB Kab. Dompu 21 170 16% | 55% 7% 11% 11%
NTB Kab. Bima s | e | 1A% | 54% 13% 8% 12%
Kab.
NTB B:fatsumbawa 0 0 25% | 64% 3% 4% 3%
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Nama Kab / Kota Jml 11:;; Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Sklh . Rusak Rusak Rusak Rusak
us Baik
Rgan Sdang Brat Total

NTB E‘t’:’r‘aLombOk 52 | a3 | 7% | 46% 3% 1% 2%
Kab. Ti

NTT Kab. Ende 333 165 27% 54% 7% 6% 7%

NTT Kab. Manggarai 238 210 39% 50% 4% 3% 5%

NTT ?frtr’l'usr“mba b5y | 14y | 2% | 66% 7% 3% 2%

NTT g:ztsumba o o | 9% | 45% 11% 18% 17%

NTT Kab. Lembata 158 124 10% 51% 13% 10% 15%
Kab. M i

NTT B:rbat anggaral 5o | 14y | 21% | 49% 10% 14% 7%

NTT Kab. Nagakeo 178 133 26% 57% 5% 6% 7%

NTT ?:E;Emba o1 s 15% | 67% 7% 11% 1%

NTT g:zf;:;za sas | 151 | 1% | 52% 11% 12% 10%
Kab. M i

NTT Tfrzur W o | g | 26% | 56% 7% 6% 5%
Kab. Biak

Papua Nit;nf;‘ U 39% | 48% 6% 6% 1%
Kab. Kepul

Papua Y:;’en cpuiatan 2 | 19% | 71% 0% 10% 0%

Papua Kab. Jaya wijaya 116 54 17% | 69% 7% 6% 2%

Papua Kab. Nabire 120 28 25% | 57% 4% 7% 7%

Papua Kab. Paniai 83 21 52% | 29% 10% 5% 5%
Kab. P k

Papua ];;a unea s | 50% | 50% 0% 0% 0%

Papua Kab. Mappi 149 10 10% 40% 30% 0% 20%

Papua Kab. Asmat 131 16 25% | 69% 6% 0% 0%
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Nama Kab / Kota Jml 11:;; Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Sklh us Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
Rgan Sdang Brat Total
Papua Kab. Yahukimo 147 20 10% | 70% 0% 10% 10%
Papua Kab. Tolikara 70 4 0% 100% 0% 0% 0%
Papua Kab. Sarmi 64 14 21% | 71% 7% 0% 0%
Papua Kab. Waropen 49 9 0% 0% 22% 11% 67%
Kab.
Papua Memberamo 73 4 0% 100% 0% 0% 0%
Raya
Papua Kab. Nduga 2 4 0% 75% 25% 0% 0%
Papua Kab. Lanny Jaya 68 ) 50% | 0% 50% 0% 0%
Kab.
Papua Membramo 34 4 75% | 0% 25% 0% 0%
Tengah
Papua Kab. Yalimo 50 20 10% | 75% 10% 0% 5%
Papua kab. Puncak 29 8 13% | 75% 0% 13% 0%
Papua Kab. Dogiyai 63 7 0% 86% 0% 0% 14%
Papua Kab. Deiyai 55 23 0% 91% 9% 0% 0%
Papua Kab. Intan Jaya 3 14 21% 64% 7% 0% 7%
Bengkulu Kab. Seluma 182 p 0% 83% 0% 17% 0%
g;:;k” ?:Ei;‘lau o | | 17% | 39% 17% 1% 17%
Maluku Kab. Halmahera
0, 0, 0, 0 0/
Utara Barat 174 119 19% 57% 9% 5% 9%
Maluku Kab. Halmahera
9% 9% 9% 12% 6%
Utara Selatan 286 95 17% | 56% ’ ’ ’
I&il;ku ?fi‘u?almahm o g | 1% | 5% 2% | 6% 6%
g;l:ak” ?j; - Kepulauan o1 |ae | 33% | 37% 15% | 2% 13%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Kab / Kota Wh Perp
Provinsi S us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
Kab.
0y 0y 0y 0, 0,
Banten Pandeglang 877 531 22% 61% 6% 5% 6%
Banten Kab. Lebak 802 374 34% 51% 7% 4% 4%
Gorontalo Kab. Boalemo 136 130 23% 53% 16% 7% 1%
Gorontalo Kab. Pohuwato 128 125 39% 60% 1% 0% 0%
Kab.

Gorontalo U"t‘:’raG"mmalO e |1 | 39% | s0% | 3% % 2%
Papua Kab. Teluk N N N o o
Barat Wondama 52 25 16% 72% 8% 4% 0%
Papua Kab. Teluk N N o o o
Barat Bintuni 75 35 14% 66% 9% 3% 9%
Papua Kab. Sorong

3 0, 0, 0, (V) 0
Barat Selatan 83 46 5% 41% 7% 7% 1%
P
ler’:ta Kab. Sorong 6 s 12% | 71% 8% 4% 6%
g:f;a Kab. Tambrauw | o o 56% | 33% 11% 0% 0%
P
B:f;a Kab.Maybrat | oo | o | 7% | 37% 30% 22% 4%
Sulawesi Kab. Polewali

3 0y 0y 0 0y 0
Barat Mandar 334 206 5% 49% 6% 7% 3%
Sulawesi Kab. Mamuju

1 0y 0y 1 0y 0 40
Barat Tengah 119 80 8% | 56% 5% 8% %

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.21. Ketersediaan Perpustakaan SMP, Daerah Tertinggal 2017

Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab / Kota Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
. Kab.
Jawa Timur Bondowoso 101 67 18% 66% 7% 6% 3%
Jawa Timur | Kab. Situbondo 92 65 28% 57% 11% 5% 0%
Jawa Timur | Kab. Sampang 262 87 11% 64% 14% 6% 5%
Jawa Timur | Kab. Bangkalan 219 93 27% 54% 9% 5% 5%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab / Kota Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
Aceh SK;Zk‘?l“h 37 25 16% | 44% 12% 16% 12%
fizztera Kab. Nias 49 1 0% | 100% | 0% 0% 0%
Kab. Ni
fﬁzztera S;Zti‘as 131 | 11 18% | 18% 9% 27% 27%
%‘:;Ztera Kab. Nias Barat | 54 10 10% | 80% 10% 0% 0%
Sumat
U‘:r‘: €| Kab. Nias Utara | 38 5 20% | 40% 0% 20% 20%
SB‘;E?tera mztiiz ‘iﬂa“a“ % |4 50% | 25% 0% 0% 25%
Kab. Solok
SBzzftera ssztf; ° 8 |2 50% | 50% 0% 0% 0%
Kab. P
SBzzftera B:fat asaman g 7 29% | 57% 0% 14% 0%
gsgiﬁra E:L’V'az/[“ 59 |3 0% | 67% 0% 33% 0%
S Kab. Musi
umatera ab. Musi 8 |2 50% | 0% 0% 0% 50%
Selatan Rawas Utara
Kab. L
Lampung B:fat AU\ 5y 143 | 21% | 51% 7% 16% 5%
Kab. Pesisi
Lampung B:fat eSISIE 36 |32 16% | 44% 25% 13% 3%
Kali
B:r::lantan Kab. Ketapang | 141 | 87 | 21% | 56% 7% 5% 11%
<
B:i:tnaman Kab. Landak 81 68 28% | 53% 4% 10% 4%
<
B:i:tnaman Kab. Melawi 98 54 2% | 44% 15% 11% 7%
g:i::‘ama“ Ilji:r'aKayong 51 30 | 27% | 47% 23% 3% 0%
?:2;;“““ Kab.Seruyan | 71 | 47 | 21% | 62% | 9% % 2%
Kalimantan | Kab. Hulu 43 40 40% | 53% 5% 3% 0%
Selatan Sungai Utara
lawesi Kab. Banggai
Sulawesi ab. Banggai 57 41 2% | 63% 7% 7% 0%
Tengah Kepulauan
i‘;ﬁ’gﬁlﬂ Kab.Donggala | 94 | 60 | 28% | 48% 5% 10% 8%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab / Kota Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
,Sr‘él;’;? Kab. Buol 66 37 24% | 27% 3% 27% 19%
?ed;gwa? Kab. ToliToli 66 46 24% | 41% 20% 13% 2%
Tawesi Kab. Parigi
i‘é;;;s‘ M"’(:’um‘:;gl 91 6 | 21% | 52% 11% 11% 6%
i‘;ﬁ‘;ﬁl 5?1: TojoUna- | 37 19% | 49% 11% 11% 11%
i‘;ﬁ‘;‘? Kab. Sigi 62 |38 | 34% | 39% 3% 13% 11%
?F‘;E‘;isl E:Et Banggal 38 17 | 41% | 24% 0% 12% 24%
i‘;ﬁ‘;ﬁ‘ [Ij"t‘:r :\/Im"wah 46 25 32% | 36% 4% 16% 12%
v
g‘e‘l:::ff‘ Kab. Jeneponto | 69 60 2% | 43% 7% 12% 17%
i‘:ﬁ‘g‘;ﬁa Kab. Konawe 72 69 14% | 46% 12% 13% 14%
i‘:ﬁ‘gwgfja Kab. Bombana | 50 39 23% | 44% 10% 13% 10%
Tawesi Kab. K
i‘;jgvgisr‘a K:Eulair;iwe 30 15 27% | 33% 7% 13% 20%
Kab. Maluk
Maluku T:Egahalu u 126 |91 2% | 51% 10% 7% 10%
Maluku Kab. Buru 72 58 28% | 40% 21% 3% 9%
Maluku g:;aiegi . 76 38 26% | 39% 8% 13% 13%
Kab. Seram
Maluku Bagion Timur | & 35 23% | 46% 6% 9% 17%
Kab. B
Maluku S:lztan“r” 45 19 16% | 58% 16% 5% 5%
Kab. Lombok
NTB B:fat ombo 87 62 29% | 52% 16% 2% 2%
Kab. Lombok
NTB T:Ega}‘l’mb" 18 | 89 2% | 51% 7% 9% 11%
NTB ?fi’ul;omb"k 183 | 107 | 39% | 42% 5% 9% 5%
NTB Kab. Sumbawa | 208 | 101 | 23% | 50% 10% 7% 10%
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Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml Perp
Provinsi Kab / Kota Sklh . Rusak Rusak Rusak Rusak
us Baik
Rgan Sdang Brat Total
NTB Kab. Dompu 60 45 20% | 40% 11% 18% 11%
NTB Kab. Bima 121 | 105 | 23% | 46% 15% 10% 6%
Kab.
NTB B:fatsumbawa 48 37 27% | 57% 3% 11% 3%
Kab. Lombok
NTB U?:ra ombo 38 26 35% | 62% 0% 0% 4%
NTT Kab. Timor 126 | 90 17% | 59% 3% 8% 13%
Tengah Selatan
NTT Kab. Ende 69 59 2% | 42% 14% 12% 10%
NTT Kab. Manggarai | 87 80 40% 38% 6% 6% 10%
NTT ?fi‘usr”mba 71 51 14% | 73% 6% 4% 4%
Kab.
NTT B:fatsumba 37 33 15% | 58% 12% 6% 9%
NTT Kab. Lembata 48 35 6% 40% 6% 11% 37%
NTT g:rba'tManggara‘ 74 29 38% | 41% 10% 3% 7%
NTT Kab. Nagakeo 82 49 24% 49% 4% 10% 12%
NTT ?:E;ﬁmba 45 31 2% | 32% 3% 16% 6%
Kab.
NTT B:rbatsgg;za 59 36 31% | 28% 8% 6% 28%
Kab. M i
NTT T;Zur ABEAAL | 138 | 57 | 26% | 51% 14% 4% 5%
Kab. Biak
Papua Nimfo‘? 49 |34 15% | 59% 6% 6% 15%
Kab. Kepul
Papua Y:;’en cpriatan - ag 23 0% | 70% 9% 13% 9%
Papua Kab. Jaya wijaya | 28 22 23% 64% 9% 0% 5%
Papua Kab. Nabire 46 32 28% | 53% 16% 0% 3%
Papua Kab. Paniai 20 13 0% | 54% 15% 15% 15%
Kab. Puncak
Papua I:yz unea 13 4 50% | 50% 0% 0% 0%
Papua Kab. Mappi 16 7 29% 43% 0% 0% 29%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab / Kota Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
a Rgan Sdang Brat Total
Papua Kab. Asmat 19 7 29% 43% 14% 14% 0%
Papua Kab. Yahukimo | 32 7 0% 86% 14% 0% 0%
p
Papua Kab. Tolikara 19 6 17% | 83% 0% 0% 0%
Papua Kab. Sarmi 16 10 10% 60% 0% 10% 20%
Papua Kab. Waropen 14 10 50% 20% 0% 0% 30%
Kab.
Papua Memberamo 13 3 0% 33% 33% 33% 0%
Raya
Papua Kab. Nduga 10 5 40% | 20% 20% 20% 0%
Papua Kab. Lanny Jaya | 23 5 20% 20% 0% 60% 0%
Kab.
Papua Membramo 9 4 75% | 0% 25% 0% 0%
Tengah
Papua Kab. Yalimo 18 9 11% 78% 0% 0% 11%
p
Papua kab. Puncak 9 3 33% | 33% 33% 0% 0%
Papua Kab. Dogiyai 9 5 0% 60% 20% 0% 20%
p gLy
Papua Kab. Deiyai 6 6 0% 100% 0% 0% 0%
Papua Kab. Intan Jaya 9 6 0% 83% 0% 17% 0%
p y
Bengkulu Kab. Seluma 47 1 0% 100% 0% 0% 0%
ﬁztku ?:E;g;ﬂau 37 |9 44% | 11% 22% 11% 11%
g;lr‘;ku g:thalmahera 46 |28 | 25% | 54% 4% 7% 11%
g;liku ?;Z;ialmahera 77 |51 | 6% | 47% 16% 25% 6%
g;lik” ?iarz'u?almahera 75 |35 | 34% | 37% 14% 14% 0%
g;liku ?312 Kepulauan | 2 | 24% | 43% 7% 12% 14%
Kab.
Banten Pandeglang 114 91 33% 49% 4% 5% 8%
Banten Kab. Lebak 203 132 42% 38% 8% 5% 6%
Gorontalo Kab. Boalemo 54 43 33% 49% 12% 5% 2%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab / Kota Skih us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Brat Total
Gorontalo Kab. Pohuwato 41 39 26% 67% 0% 3% 5%
Kab.
Gorontalo U::raGomntalo 45 34| 47% | 41% 9% 0% 3%
Papua Barat \Ii?gr'lg:rl;l: 12 6 0% 100% 0% 0% 0%
Kab. Teluk
Papua Barat Bi"‘ntun‘; 4 28 17| 7% | 35% 6% 6% 6%
Kab. Sorong
Papua Barat Selatan 21 16 25% 44% 19% 13% 0%
Papua Barat | Kab. Sorong 38 26 35% 42% 8% 8% 8%
Papua Barat | Kab. Tambrauw | 15 8 13% | 63% 0% 0% 25%
Papua Barat | Kab. Maybrat 14 7 0% 86% 0% 14% 0%
1 i Kab. Polewali
SB‘;raa”tves‘ Ma:’n d:r wa g 63 | 25% | 56% 10% 5% 5%
I i Kab. M j
SB‘;;”:“’ T:Egahamu’u 34|31 29% | 48% 6% 3% 13%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Masih minimnya perpustakaan pada tingkat SD maupun SMP
di daerah 3T ini menggambarkan perbandingan yang terbalik
dengan gerakan literasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan nama resmi gerakan
yang digulirkan pemerintah melalui Kemdikbud, dan berada dalam
koordinasi Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam
Desain Induk GLS dijelaskan bahwa GLS merupakan suatu usaha
atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga
sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan,
pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta
didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh
masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia

usaha, dan lain-lain), dan pemangku kepentingan di bawah
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koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Desain Induk GLS,
2016: 7). Salah satu faktor kunci keberhasilan gerakan literasi

adalah ketersediaannya Perpustakaan di sekolah.

6. Ketersediaan Laboratorium IPA
Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara jumlah
Laboratorium IPA di daerah 3T dengan jumlah sekolah yang ada,
dan dinyatakan dalam persentase. Intinya rasio ini digunakan
untuk mengetahui sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA
dan kondisi laboratorium tersebut.

Ketersediaan dan Kualitas Laboratorium IPA SMP, 2017
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Ketersediaan dan Kualitas Laboratorium IPA SD, 2017
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Grafik 4.13. Ketersediaan dan Kualitas Laboratorium IPA Daerah 3T
Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

a. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Terdepan

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah terdepan pada tingkat
SD hanya 1,4% atau 58 lab dari total SD di daerah terdepan
sebanyak 4,187 SD, dengan kondisi baik (26%), rusak ringan (29%),
rusak sedang (14%), rusak berat (16%), dan rusak berat (16%).
Sementara di tingkat SMP, yang menyediakan laboratorium IPA
sebanyak 47,94% atau sebanyak 651 lab dari total sekolah di daerah
terdepan sebanyak 1.358 SMP dengan kondisi laboratorium IPA
baik (26,7%), rusak ringan (51,6%), rusak sedang (7,2%), rusak
berat (6%), dan rusak total (8,4%). Hal ini cukup menyedihkan
ketersedian prasarana laboratorium IPA untuk siswa dapat belajar
sains masih sangat minim. Berikut tabel yang menampilkan
kuantitas dan kualitas laboratorium di setiap kabupaten di daerah

terdepan.
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Tabel 4.22. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SD
daerah terdepan, 2017

Jumlah [Jumlah Lab Laboratorium IPA Menurut Kondisi
Nama Provinsi Kabupaten / Kota
Sekolah IPA  [Baik Rusak Ring|Rusak Seda] Rusak Bera{Rusak Total
Kalimantan Barat Kab. Sambas 366 3 67% 33% 0% 0% 0%
Kalimantan Barat Kab. Sintang 430 100% 0% 0% 0% 0%
Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 409 50% 50% 0% 0% 0%
Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 274 - - - - -
Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu 39 20% 20% 20% 20% 20%
Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 120 50% 0% 0% 0% 50%
Maluku Kab. Kepulauan Aru 140 - - - - -
Maluku Kab. Maluku Barat Daya 153 0% 50% 0% 50% 0%
Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang 358 - - - - -
Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara 263 0% 67% 339 0% 0%
Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 145 25% 50% 0% 0% 25%
Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 275 25% 0% 25% 25% 5%
Nusa Tenggara Timur Kab. Rote-Ndao 143 - - - - -
Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 77 - - - - -
Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 207 0% 100% 0% 0% 0%
Papua Kab. Merauke 198 - - - - -
Papua Kab. Boven Digoel 98 - - - - -
Papua Kab. Pegunungan Bintang 60 . ) - - -
Papua Kab. Keerom 72 50% 25% 0% 25% 0%
Papua Kab. Supiori 40 0% 100% 0% 0% 0%
Maluku Utara Kab. Kepulauan Morotai 82 - - - - -
Papua Barat Kab. Raja Ampat 106 0% 100% 0% 0% 0%
Kalimantan Utara Kab. Nunukan 132 - - - - -

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.23. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP
daerah terdepan, 2017

Jumlah | Jumlah Laboratorium IPA Menurut Kondisi
Nama Provinsi Kabupaten / Kota

Sekolah |Lab IPA Baik Rusak Ringan|Rusak Sedang| Rusak Berat | Rusal Total
Kalimantan Barat Kab. Sambas 136 99 26% 59% 7% 4% 4%
Kalimantan Barat Sintang 133 67 33% 42% 13% 4% 7%
Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 109 53 21% 62% 2% 6% 9%
Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 90 49 22% 47% 8% 10% 12%
Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu 17 7 29% 57% 0% 0% 14%
Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 50 [ 24 21% 58% 0% 17% 4%
Maluku Kab. Kepulauan Aru 33 7 29% 57% 0% 0% 14%
Maluku Kab. Maluku Barat Daya 51 10 10% 40% 10% 10% 30%
Nusa Tenggara Timur  |Kab. Kupang 139 52 31% 52% 6% 6% 6%
Kab. Timor Tengah Utara 122 41 22% 51% 15% 5% 7%
Kab. Belu 48 26 38% 46% 12% 4% 0%
Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 107 36 22% 33% 14% 11% 19%
Nusa Tenggara Timur Kab. Rote-Ndao 47 34 21% 44% 12% 6% 18%
Tenggara Timur | Kab. Sabu Raijua 36 17 47% 35% 0% 12% 6%
Tenggara Timur Kab. Malaka 38 12 25% 58% 0% 0% 17%
Papua Kab. Merauke 43 35 23% 63% 3% 3% 9%
Papua Kab. Boven Digoel 11 3 33% 67% 0% 0% 0%
Papua Kab. Pegunungan Bintang 20 25% 75% 0% 0% 0%
Papua Kab. Keerom 15 12 33% 58% 0% 0% 8%
Papua Kab. Supiori 12 5 20% 60% 0% 20% 0%
Maluku Utara Kab. Kepulauan Morotai 22 11 27% 73% 0% 0% 0%
Papua Barat Kab. Raja Ampat 39 25 28% 44% 8% 8% 12%
Kalimantan Utara Kab. Nunukan 40 22 36% 55% 5% 5% 0%

Sumber: PDSPK,

Kemdikbud, 2017.
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b. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Terluar

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah terluar pada tingkat SD
hanya 5,25% atau 214 lab dari total SD di daerah terluar sebanyak
4,073 SD, dengan kondisi baik (48%), rusak ringan (44%), rusak
sedang (4%), rusak berat (1%), dan rusak berat (1%). Sementara di
tingkat SMP, yang menyediakan laboratorium IPA sebanyak
59,66% atau sebanyak 741 lab dari total sekolah di daerah terluar
sebanyak 1.242 SMP dengan kondisi laboratorium IPA baik (28%),
rusak ringan (49%), rusak sedang (8%), rusak berat (8%), dan rusak
total (6%). Hal ini cukup menyedihkan ketersedian prasarana
laboratorium untuk siswa dapat belajar sains masih sangat minim.
Berikut tabel yang menampilkan kuantitas dan kualitas
laboratorium di setiap kabupaten di daerah terluar.

Tabel 4.24. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SD
Daerah Terluar, 2017

Jumlah Jumlah Laboratorium IPA Menurut Kondisi
Nama Provinsi Kabupaten / Kota

Sekolah | LabIPA |Baik  |Rusak Ring|Rusak SedajRusak BerajRusak Total
Aceh Kab. Aceh Besar 210 7 29% 71% 0% 0% 0%
Aceh Kota Sabang 25 2 100% 0% 0% 0% 0%
Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai 467 1 100% 0% 0% 0% 0%
Riau Kab. Bengkalis 339 18 39% 56% 6% 0% 0%
Riau Kab. Indragiri Hilir 519 16 44% 44% 6% 0% 6%
Riau Kab. Pelalawan 225 19 68% 26% 5% 0% 0%
Riau Kab. Rokan Hilir 364 11 36% 55% 0% 0% 9%!
Riau Kab. Kepulauan Meranti 174 5 20% 40% 0% 40% 0%
Riau Kota Dumai 105 20 50% 45% 5% 0% 0%
Kalimantan Barat Kab. Sanggau 476 2 0% 50% 0% 50% 0%
Kalimantan Timur |Kab. Berau 163 4 25% 75% 0% 0% 0%
Sulawesi Utara Kab. Kep. Sangihe 209 2 50% 0% 0% 50% 0%
Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Talaud 116 1 0% 100% 0% 0% 0%!
Papua Kota Jayapura 89 5 40% 60% 0% 0% 0%!
Kepulauan Riau Kab. Bintan 97 1 100% 0% 0% 0% 0%
Kepulauan Riau Kab. Karimun 136 1 100% 0% 0% 0% 0%!
Kepulauan Riau Kab. Natuna 80
Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Anambas 25 11 55% 27% 9% 9% 0%!
Kepulauan Riau Kota Batam 148 88 50% 45% 1% 2% 1%
Kalimantan Utara  |Kab. Malinau 106

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.
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Tabel 4.25. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP

daerah terluar, 2017
Nama Jml ; :;; Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab / Kota Sklh us Balk Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Kab. Aceh
Aceh B:l’ar e 72 56 16% | 52% 18% 11% 4%
K
Aceh S;bt:ng 9 8 50% | 50% 0% 0% 0%
Sumatera .
Utara Serdang 87 55 33% | 51% 7% 4% 5%
Bedagai
Kab.
Riau B:rl:gkalis 98 61 20% 64% 7% 8% 2%
Kab.
Riau Indragiri 135 59 19% | 44% 14% 10% 14%
Hilir
Kab.
Riau P; v | 6 39 41% | 49% 5% 5% 0%
Kab. Rok:
Riau H?ErRO M0 | e 2% | 63% 7% 2% 6%
Kab.
Riau Kepulauan | 47 27 15% | 44% 11% 11% 19%
Meranti
K
Riau D(l)ltriai 35 |22 | 23% |50% | 23% | 0% 5%
Kalimantan | Kab. 90 |57 |18% |54% | 7% 16% | 5%
Barat Sanggau
Kalimantan
Timur Kab. Berau 49 32 28% 63% 3% 3% 3%
Sulawesi Kab.Kep- | 5f |35 | 20m | 37% 5% 16% 13%
Utara Sangihe
Sulawesi Kab.
Utara Kepulauan 47 35 20% 31% 3% 29% 17%
Talaud
Kota
Papua Jayapura 21 14 36% 57% 0% 0% 7%
Eiefuulaua“ Kab. Bintan | 26 23% | 35% 23% 15% 4%
Kepulauan | Kab. a1 | 39% | 529% 10% 0% 0%
Riau Karimun 50
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
- Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Kepulauan | Kab. o o N N o
Riau Natuna 21 16 25% 56% 6% 6% 6%
Kepulauan Kab.
P Kepulauan 11 55% | 27% 9% 9% 0%
Riau 25
Anambas
Kepulauan | 1 Batam 88 | 50% | 45% 1% 2% 1%
Riau 148
Kalimantan | Kab.
3 0, 0 0y 0y 0
Utara Malinau 4 12 50% 25% 8% 8% 8%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

c. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Tertinggal

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah tertinggal pada tingkat
SD hanya 0,49% atau 103 lab dari total SD di daerah tertinggal
sebanyak 21.140 SD, dengan kondisi baik (20,4%), rusak ringan
(54,4%), rusak sedang (12,6%), rusak berat (5,8%), dan rusak berat
(6,8%). Sementara di tingkat SMP, yang menyediakan
laboratorium IPA sebanyak 41,04% atau sebanyak 2.513 lab dari
total sekolah di daerah tertinggal sebanyak 6.124 SMP dengan
kondisi laboratorium IPA baik (26,6%), rusak ringan (44%), rusak
sedang (8,1%), rusak berat (10,2%), dan rusak total (11,1%). Hal ini
cukup menyedihkan ketersedian prasarana laboratorium untuk
siswa dapat belajar sains masih sangat minim. Berikut tabel yang
menampilkan kuantitas dan kualitas laboratorium di setiap

kabupaten di daerah tertinggal.
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Tabel 4.26. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP
Daerah Tertinggal, 2017

Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab /Kota | Sklh Pszp Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
a Rgan Sdang Berat Total
Jawa Timur gz];éowoso o e 33% | 50% 0% 0% 17%
Jawa Timur | <20 25% | 75% 0% 0% 0%
Situbondo 444 4
. Kab. ) o ) 0 0
Jawa Timur Sampang 624 1 0% 100% 0% 0% 0%
. Kab. o o o o o
Jawa Timur Bangkalan 704 5 20% 60% 0% 20% 0%
Kab. Aceh
Aceh Singkil 108 | - ’ ) ’ ) )
Sumatera .
Utara Kab. Nias 160 i - - - - -
Sumatera Kab. Nias
Utara Selatan 354 - ) ) ) ) )
Sumatera Kab. Nias
Utara Barat 103 - ) ) ) ) )
Sumatera Kab. Nias
Utara Utara 165 - ) ) ) ) )
Kab.
Sumatera Kepulauan - - - - -
Barat . 117 -
Mentawai
Sumatera Kab. Solok
Barat Selatan 149 - ) ) ) ) )
Kab.
Sumatera Pasaman ) ) ) ) )
Barat 264 -
Barat
Kab. Musi
Sumatera Rawas ) ) ) ) )
Selatan 125 -
Utara
Kab.
Lampung Lampung - - - - -
211 -
Barat
Lampung Kab. Pesisir i i i i i
Barat 120 -
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab /Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Kalimantan | Kab. ) ) ) ) i
Barat Ketapang 523 -
Kalimantan | Kab. 100
0, 0, 0, 0y
Barat Landak 456 2 % 0% 0% 0% 0%
Kalimantan | Kab.
Barat Melawi 255 - ) )
Kab.
Kalimantan
0, 0y 0, 0, 0
Barat Kayong 104 1 0% 100% 0% 0% 0%
Utara
Kalimantan | Kab.
4 0, 0, 0, 0, 0y
Tengah Seruyan 165 5 0% | 60% 0% 0% 0%
. Kab. Hulu
Kalimantan | ¢ oo 33% | 67% | 0% 0% 0%
Selatan Utara 184 3
Sulawesi Kab.
1 0, 0y 0, 0, 0y
Tengah Banggai 162 1 0% 100% 0% 0% 0%
Kepulauan
Sulawesi Kab. 100
0, [V [V 0y
Tengah Donggala 354 2 % 0% 0% 0% 0%
Sulawesi
Kab. Buol 0 1009 9 9 9
Tengah ab. Buo 169 1 0% 00% 0% 0% 0%
Sulawesi Kab. i i i i )
Tengah ToliToli 227 -
Sulawesi Kab. Parigi o o o o o
Tengah Moutong 423 1 0% 0% 0% 0% 100%
Sulawesi Kab. Tojo o
1 0y 0, 0, 0y
Tengah Una-Una 183 2 0% 00% 0% 0% 0%
Sulawesi .
Tengah Kab. Sigi 267 - ) ) ) ) i
Kab.
Sulawesi 100
1 0, 0, 0, 0y
Tengah f:lrll;ggal 81 1 % 0% 0% 0% 0%
Kab.
Sulawesi Macl))rowali ) ) ) ) i
T 1 -
engah Utara 50
Sulawesi Kab.
0, 1 0y 0, 0, 0y
Selatan Jeneponto 292 1 0% 00% 0% 0% 0%
Sulawesi Kab.
0, 0 0, 0, 0,
Tenggara Konawe 278 5 20% 60% 20% 0% 0%
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Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml Perp
Provinsi Kab /Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Berat Total

Sulawesi Kab. ) ) ) ) )

Tenggara Bombana 168 -

Sulawesi Kab.

Tenggara Konawe 49 - ) ) ) ) )

88 Kepulauan

Kab.

Maluku Maluku - - - - -
Tengah 390 )

Maluku Kab. Buru 143 ] 0% 100% 0% 0% 0%
Kab. Seram 100

31 0, 0, 0, 0,

Maluku ﬁ:f:n 203 ] % 0% 0% 0% 0%
Kab. Seram

Maluku Bagian 146 ] 0% 0% 100% 0% 0%
Timur

Maluku Kab. Buru 0% | 100% | 0% 0% 0%
Selatan 97 1
Kab.

NTB Lombok 359 3 0% 100% 0% 0% 0%
Barat
Kab.

NTB Lombok 601 4 0% 75% 0% 0% 25%
Tengah
Kab.

NTB Lombok 734 ] 0% 100% 0% 0% 0%
Timur
Kab.

0, 0, 0, 0, 0,

NTB Sumbawa 371 3 0% 0% 50% 50% 0%

NTB Kab. 0% | 0% 0% 0% 100%
Dompu 221 2

NTB Kab. Bima 424 3 0% 67% 0% 0% 33%
Kab.

NTB Sumbawa 99 1 0% 100% 0% 0% 0%
Barat
Kab.

NTB Lombok 152 i - - - - -
Utara
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Kab. Timor
NTT Tengah 500 3 0% 100% 0% 0% 0%
Selatan .
NTT Kab. Ende 333 4 0% 75% 25% 0% 0%
Kab.
NTT - - - - -
Manggarai | 238 -
Kab. Sumba
NTT Timur 257 - ) ) ) . )
Kab.
NTT B:Eatsumba o | 0% | 0% 0% 100% | 0%
Kab.
NTT L:;bata 58 |4 25% | 25% 50% 0% 0%
Kab.
NTT Manggarai 259 ) - - - - -
Barat
Kab.
NTT szakeo s |4 25% | 50% 25% 0% 0%
Kab. Sumba
NTT - - - - -
Tengah 81 -
Kab. Sumba
NTT Barat Daya | 248 | - i ) ) ) i
Kab.
NTT Manggaral 330 ) - - - - -
Timur
Kab. Bi
Papua N?Enf;:k o |3 0% | 67% 33% 0% 0%
Kab.
Papua Kepulauan 122 i - - - - -
Yapen
Kab.
Papua w;zy{fya e | 0% | 100% | 0% 0% 0%
Papua Kab. Nabire 120 i - - - - _
Papua Kab. Paniai 83 i - - - - _
Kab.
P - R R R .
apua Puncak 23 i
Jaya
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Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Papua Kab. Mappi 149 i - - - . _
Papua Kab. Asmat 131 i - - - - .
Kab.
0, 0, 0, 0, 0,
Papua Yahukimo 147 ] 0% 0% 0% 100% 0%
P Kab. i . . ] ]
apud Tolikara 70 -
Papua Kab. Sarmi 64 i - - - . _
Papua Kab. - - - - R
P Waropen 49 -
Kab.
Papua Memberam 73 ) - - - - -
o Raya
Papua Kab. Nduga 2 i - - - - R
Kab. Lanny
P - _ - - -
apua Jaya 68 -
Kab.
Papua Membramo 34 ) - - - . _
Tengah
Kab.
0, 0, 0, 0y 0y
Papua Yalimo 50 1 0% 100% 0% 0% 0%
Papua kab. - - - - -
P Puncak 29 -
Papua Kab. 0% | 100% | 0% 0% 0%
Dogiyai 63 1
P Kab. Deiyai - - - - -
apua ab. Deiyai 55 i
Papua Kab. Intan
P Jaya 32 -
Kab.
Bengkulu Seluma 182 - ) ) ) ) )
Maluku Kab. Pulau ) ) ) ) )
Utara Taliabu 83 -
Kab.
Maluku
Utara Halmahera 174 i - - - - -
Barat
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak | Rusak | Rusak | Rusak
Rgan Sdang Berat Total

Kab.

Maluk

Utaar‘; . Halmahera | oo |, 25% | 50% 0% 25% 0%
Selatan

Maluku Kab.
Halmahera - - - - -

Utara R 97 -
Timur

Maluku Eib' 1

Utara puiatan 101 - ) ) ) ) i
Sula

Banten Kab. 67% | 33% 0% 0% 0%
Pandeglang | 877 3

Banten Kab. Lebak 802 5 50% 50% 0% 0% 0%
Kab.

Gorontalo Bzzemo e |2 0% | 0% 100% | 0% 0%
Kab. 100

0, 0, 0, 0,

Gorontalo Pohuwato 128 1 % 0% 0% 0% 0%
Kab.

Gorontalo Gorontalo 136 ) - - - - -
Utara

Papua Kab. Teluk ) ) ) ) i

Barat Wondama 52 -

Papua Kab. Teluk

Barat Bintuni 75 - ) ) ) ) )

Papua Kab.

Bafat Sorong o X 0% | 0% 100% | 0% 0%
Selatan :

Papua Kab. 0 0 0 0 o

Barat Sorong 126 5 0% 40% 40% 0% 20%

Papua Kab. i i i i )

Barat Tambrauw | 49 -

Papua Kab. ) ) ) ) i

Barat Maybrat 58 -

Sulawesi EZE .w ali

3 _

Barat Mandar 34

Sulawesi ;(/[at; .

Barat amuyu 119 -
Tengah

Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.
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Tabel 4.27. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP
daerah tertinggal, 2017

Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml Perp
Provinsi Kab /Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
a Rgan Sdang Berat Total
. Kab.
JawaTimur 1 5 dowoso | 101 | °® 21% | 60% 3% 5% 10%
. Kab.
JawaTimur | i bondo | 92 B 6% | 529 14% 7% 2%
. Kab.
JawaTimur | . bang | 262 | 20 | 23% | 52% 4% 16% 5%
. Kab.
JawaTimur | g ovatan | 219 | | 30% | 48% 3% 6% 13%
Kab. Aceh
Aceh Singkil 37 | 15% | 40% 20% 15% 10%
Sumatera 0
Utara Kab. Nias 49 0% 0% 0% 0% 0%
Sumatera Kab. Nias 6
Utara Selatan 131 17% 17% 17% 33% 17%
Sumatera Kab. Nias 4
Utara Barat 54 0% 75% 25% 0% 0%
Sumatera Kab. Nias 3
Utara Utara 38 33% 33% 0% 33% 0%
Kab.
Sumatera
Barat Kepulauan 2
Mentawai 26 50% 0% 0% 0% 50%
Sumatera Kab. Solok 1
Barat Selatan 38 0% 100% 0% 0% 0%
Kab.
Sumatera
Barat Pasaman 5
Barat 63 40% 40% 0% 20% 0%
Sumatera Kab. Musi ]
Selatan Rawas 59 0% 100% 0% 0% 0%
Kab. Musi
Sumatera
Rawas 1
Selatan | (500 28 0% | 100% | 0% 0% 0%
Kab.
Lampung Lampung 38
Barat 54 26% 42% 5% 13% 13%
Lampung Kab. Pesisir 24
Barat 36 17% 50% 8% 8% 17%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab/Kota | Sklh P,jzp Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
@ Rgan Sdang Berat Total
Kalimantan Kab. 54
Barat Ketapang 141 13% 56% 9% 19% 4%
Kalimantan Kab. 36
Barat Landak 81 33% 44% 11% 8% 3%
Kalimantan Kab. 31
Barat Melawi 98 10% 61% 13% 10% 6%
Kalimantan Kab.
Barat Kayong 21
Utara 51 33% 52% 10% 5% 0%
Kalimantan Kab. 28
Tengah Seruyan 71 29% | 64% 4% 0% 4%
. Kab. Hulu
Kalimantan .
Selatan Sungai 34
Utara 43 41% 47% 6% 6% 0%
Sulawesi Kab. .
Tengah Banggai 25
Kepulauan | 57 12% | 60% 20% 4% 4%
Sulawesi Kab. 53
Tengah Donggala 94 34% | 42% 6% 2% 17%
Sulawesi 28
Tengah Kab. Buol 66 11% 32% 11% 25% 21%
Sulawesi Kab. 39
Tengah ToliToli 66 28% 54% 0% 8% 10%
Sulawesi Kab. Parigi 47
Tengah Moutong 91 30% | 36% 11% 11% 13%
Sulawesi Kab. Tojo 27
Tengah Una-Una 60 19% | 44% 7% 7% 22%
Sulawesi 30
Tengah Kab. Sigi 62 27% 23% 10% 30% 10%
. Kab.
Sulawesi .
Tengah Banggai 13
Laut 38 23% 15% 8% 15% 38%
Sulawesi Kab.
Tengah Morowali 19
Utara 46 26% 42% 5% 11% 16%
Sulawesi Kab. 45
Selatan Jeneponto 69 18% 49% 11% 7% 16%
Sulawesi Kab. 51
Tenggara Konawe 72 10% | 49% 12% 12% 18%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Provinsi Kab /Kota | Sklh P,jzp Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
a Rgan Sdang Berat Total
Sulawesi Kab. 29
Tenggara Bombana 50 10% | 52% 17% 14% 7%
Sulawesi Kab.
Tenggara Konawe 12
Kepulauan | 30 17% | 50% 17% 8% 8%
Kab.
Maluku Maluku 66
Tengah 126 21% 56% 3% 8% 12%
Maluku Kab.Buru | 72 32 6% | 38% 28% 19% 9%
Kab. Seram
Maluku Bagian 29
Barat 76 28% 34% 7% 24% 7%
Kab. Seram
Maluku Bagian 24
Timur 64 21% 42% 4% 13% 21%
Kab. Buru
Maluku Selatan L 11% | 44% 11% 11% 22%
Kab.
NTB Lombok 47
Barat 87 26% 60% 6% 4% 4%
Kab.
NTB Lombok 64
Tengah 118 22% 38% 13% 14% 14%
Kab.
NTB Lombok 77
Timur 183 31% 40% 4% 14% 10%
Kab.
NTB Sumbawa 208 68 31% 38% 4% 13% 13%
Kab.
NTB Dompu 60 32 19% 44% 6% 22% 9%
NTB Kab.Bima | 121 | 76 25% | 38% 13% 13% 11%
Kab.
NTB Sumbawa 29
Barat 48 34% 48% 7% 7% 3%
Kab.
NTB Lombok 18
Utara 38 39% 39% 0% 11% 11%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
@ Rgan Sdang Berat Total
Kab. Timor
NTT Tengah 39
Selatan 126 23% 44% 13% 15% 5%
NTT Kab.Ende | 69 41 24% | 37% 7% 12% 20%
Kab.
NTT Manggarai 87 53 47% 28% 9% 8% 8%
Kab. Sumba
NTT Timur 71 31 26% 61% 6% 6% 0%
Kab. Sumba
NTT Barat 37 15 40% 27% 27% 7% 0%
Kab.
NTT Lembata 48 33 12% 21% 9% 9% 48%
Kab.
NTT Manggarai 20
Barat 74 35% 40% 5% 0% 20%
Kab.
NTT Nagakeo 82 o 37% | 37% 4% 4% 19%
Kab. Sumba
22
NTT Tengah 45 55% 32% 5% 5% 5%
Kab. Sumba
NTT Barat Daya | 59 7 33% 22% 7% 7% 30%
Kab.
NTT Manggarai 27
Timur 138 41% 22% 19% 11% 7%
P Kab. Biak 18
apud Numfor 49 28% | 56% 6% 6% 6%
Kab.
Papua Kepulauan 12
Yapen 38 17% 75% 0% 0% 8%
Kab. Jaya
Papua wijaya 28 161 4496 | 44% 6% 0% 6%
Papua Kab. Nabire | 46 20 15% | 70% 5% 5% 5%
Papua Kab. Paniai | 20 5 0% | 80% 0% 0% 20%
Kab.
Papua Puncak 3
Jaya 13 67% 33% 0% 0% 0%
Papua Kab. Mappi | 16 3 0% 33% 0% 0% 67%
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Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
Nama Jml Perp
Provinsi Kab /Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
a Rgan Sdang Berat Total
Papua Kab. Asmat | 19 7 43% | 14% 14% 14% 14%
Papua Kab. 0
Yahukimo 32 0% 0% 0% 0% 0%
Papua Kab. 3
Tolikara 19 0% 100% 0% 0% 0%
Papua Kab. Sarmi 16 8 13% 25% 25% 0% 38%
Papua Kab. 6
Waropen 14 50% 17% 0% 0% 33%
Kab.
Papua Memberam 3
o Raya 13 0% 33% 33% 0% 33%
Papua Kab. Nduga | 10 4 75% | 0% 0% 0% 25%
Kab. Lann
Papua Jaya ’ n |2 0% | 0% 0% 50% 50%
Kab.
Papua Membramo 2 100
Tengah 9 % 0% 0% 0% 0%
Papua Kab.. 6
Yalimo 18 0% 83% 0% 0% 17%
Papua kab. ] 100
Puncak 9 % 0% 0% 0% 0%
Papua Kab. 3
Dogiyai 9 33% | 33% 0% 0% 33%
Papua Kab. Deiyai | 6 2 0% | 100% | 0% 0% 0%
Papua Kab. Intan 4
Jaya 9 25% 50% 0% 25% 0%
Kab.
Benglulu | ¢ Juma 47 ! 0% | 100% | 0% 0% 0%
Kab. Pulau
Maluku Utara | g 37 |7 14% | 14% 14% 0% 57%
Kab.
Maluku Utara | Halmahera 16
Barat 46 25% 50% 13% 13% 0%
Kab.
Maluku Utara | Halmahera 31
Selatan 77 6% 23% 10% 52% 10%
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Nama Jml Jml Perpustakaan Menurut Kondisi
. Perp
Provinsi Kab/Kota | Sklh us Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Rgan Sdang Berat Total
Kab.
Maluku Utara | Halmahera 15
Timur 75 47% 33% 13% 0% 7%
Kab.
Maluku Utara | Kepulauan 25
Sula 71 20% 36% 8% 12% 24%
Kab.
Bant 98
antent Pandeglang | 114 34% | 43% 6% 9% 8%
Banten Kab. Lebak | 203 | 99 44% | 31% 5% 9% 10%
Kab.
Gorontalo | 5 lemo 54 33 30% | 42% 12% 12% 3%
Kab.
G tal 37
OrOmRO 1 pohuwato | 41 35% | 57% 0% 3% 5%
Kab.
Gorontalo Gorontalo 21
Utara 45 48% 38% 5% 0% 10%
Kab. Teluk
P Barat 5
APUa B wondama | 12 0% | 60% 20% 0% 20%
Kab. Teluk
PapuaBarat | pi  ini 8 | M e | 43% | 0% 7% 14%
Kab.
Papua Barat | Sorong 9
Selatan 21 22% 78% 0% 0% 0%
Kab.
P Barat 2
APUABAA | gorong 38 O | 4o% | 35% 10% 0% 15%
Kab.
PapuaBarat | . brauw |15 | ° 20% | 20% | 0% 20% | 40%
Kab.
PapuaBarat | \pobrat |14 | © 17% | 50% | 17% 17% | 0%
Sulawesi Kab.
L;iarais Polewali 49
Mandar 81 22% 61% 6% 4% 6%
. Kab.
8111312:::51 Mamuju 22
Tengah 34 14% 68% 14% 5% 0%

Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.
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7. Kondisi Ruang Kelas

Kondisi gedung sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi
peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari fungsi dan
kegunaan gedung dan ruang kelas. Grafik berikut menunjukkan

kondisi ruang yang ada di tiap daerah 3T, Terdepan, Terluar dan

Tertinggal.
Kondisi Ruang Kelas SD di daerah 3T
60,008 - 56,40%
53,36% 53,88%
50,00% |
40,00% |
29,42%
30,00% -
19,59% 20,56%
20,00% -
., 53% ,26%
10,00% 9198 B,67%ga5 8'86%,45%
000% e
Terluar Terdepan Terpencil
m 3% Baik % Rusak Sedang 2% Rusak Ringan W % Rusak Berat  m % Rusak Total

Grafik 18. Kondisi Ruang Kelas SD, Tahun 2017 di daerah 3T
Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.
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Kondisi Ruang Kelas SMP di daerah 3T

60,00% -
53,63% >5.08% 52,68%
50,00% -
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30,00%
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i 7.61% 7 s3% 359
10,00% 5 27% _ .i-‘m"
0,00% - T
Terluar Terdepan Tertinggal
® % Baik % Rusak Ringan % Rusak Sedang M % Rusak Berat % Rusak Total

Grafik 19. Kondisi Ruang Kelas SMP, Tahun 2017 di daerah 3T
Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.

Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan gedung sekolah
sangat besar. Untuk SD daerah terluar, terjadi kerusakan 4,40%
gedung sekolah rusak berat dan 2,86% rusak Total. Untuk tingkat
SMP  527% gedungnya rusak berat dan 2,86% rusak ringan.
Kerusakan yang paling banyak terjadi, baik SD maupun SMP
berada di daerah terdepan dan tertinggal. Kerusakan gedung
tersebut berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan
akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Oleh karena itu,
dalam rangka menuntaskan Wajar 9 Tahun, kerusakan tersebut
perlu diatasi, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada siswa

dalam kegiatan belajar mengajar.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akses pendidikan di daerah 3T ditunjukkan dengan APK dan
APM. Secara rata-rata APK dan APM untuk SD di daerah 3T
mengalami penurunan dibanding tahun 2016 lalu. Penurunan
ini sama dengan penurunan secara nasional yang berarti bukan
menurunkan kinerja pendidikan di daerah tersebut. Penurunan
yang terjadi pada tingkat SD ini disebabkan banyaknya orang
tua yang menyekolahkan anaknya pada usia 7-12 tahun,
sebagaimana Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yang
mempersyaratkan usia masuk anak SD adalah 7 tahun. Pada
tingkat pendidikan SMP terjadi kenaikan APK yang disebabkan
oleh kenaikan jumlah peserta didik dari SD ke SMP sederajat.
Namun demikian, untuk tingkat SMP ini, APK dan APM masih
terdapat disparitas yang tinggi terutama pada daerah miskin
dan tertinggal. Rendahnya capaian APK dan APM SMP lebih
banyak ditemui pada daerah Tertinggal dibanding daerah
Terluar dan Terdepan. Yang perlu menjadi perhatian dan

prioritas pemerintah adalah wilayah Indonesia bagian timur.

2. Ketersediaan prasarana berupa ruang kelas di daerah 3T, diukur
dengan rasio siswa per ruang kelas, rasio rombel per ruang kelas,

ketersediaan perpustakaan, dan laboratorium. Rata-rata rasio
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siswa per kelas untuk SD di daerah Terdepan adalah 19,4 dan
SMP 25,6. Ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten di
daerah Terdepan yang melebihi dari ketentuan standar
prasarana. Kekurangan prasarana ruang kelas lebih banyak
terjadi pada daerah Tertinggal terutama pada daerah bagian
timur Indonesia yanh di tandai dengan kepadatan siswa di
daerah Tertinggal di wilayah Timur Indonesia khususnya
daerah Kab. Yalimo, Kab. Manggarai, Kab. Yakuhimo, Kab
Lanny Jaya, Kab. Jaya Wijaya, Kab Memberamo Jaya dan Kab.
Tolikara.

. Pada ketersediaan Perpustakaan di tingkat SD, hampir seluruh
daerah 3T belum sepenuhnya sekolah memiliki perpustakaan.
Untuk daerah Terluar tingkat SD 68,4%% serta dalam kondisi
rusak sebanyak 6,68% sisanya rusak ringan, sedangkan untuk
tingkat SMP sebanyak 76,49% dengan kondisi rusak 10,63%.
Untuk daerah terdepan ketersediaan perpustakaan tingkat SD
58,4%% serta dalam kondisi rusak sebanyak 15,19% sisanya
rusak ringan, sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 77,4%
dengan kondisi rusak 15,19%. Pada tingkat pendidikan SMP
belum seluruh sekolah di daerah 3T memiliki perpustakaan.
Untuk daerah tertinggal cukup memprihatikan ketersediaan
perpustakaannya, untuk tingkat SD hanya 52,92% serta dalam
kondisi rusak sebanyak 10,69%, sedangkan tingkat SMP yang
memiliki perpustakaan hanya 58,72% dalam kondisi rusak
16,69%.

. Besarnya anggaran pendidikan (tanpa transfer daerah) yang
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah secara rata-rata

berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan. Pada
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kategori daerah tertinggal beberapa daerah berupaya terlepas
dari kategori Tertinggal dengan berkomitmen meningkatkan
anggaran pendidikan, misalnya Kab. Situbondo, Ende, Musi
Rawas, Sorong, Lebak, Pasaman Barat yang rata-rata alokasi
anggaran pendidikan diatas 10% memberikan dampak pada
peningkatan APK.

. Rekomendasi

. Optimalisasi pemeliharaan dan pembuatan SOP (standar
operasional prosedur) pemakaian prasarana di setiap
sekolah.

Optimalisasi pemeliharaan perlu dilakukan, karena sebagian
sarana pembelajaran tidak hanya rusak saat pemakaian tapi juga
rusak pada saat penyimpanan. Sehingga diperlukan acuan baku
dalam pemanfaatan dan penyimpanan sehingga sarana-
prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih lama.

. Politik anggaran, yaitu menjadikan pemenuhan prasarana
sebagai prioritas dalam APBD.

Langkah yang dapat ditempuh misalnya pengalihan prioritas
anggaran di bidang pendidikan untuk pemenuhan sarana-
prasarana minimal sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun
2007 atau pengalihan dan pengurangan mata anggaran dengan
daya serap rendah untuk dialihkan ke anggaran bidang
pendidikan.

. Optimalisasi sumber pembiayaan pendidikan untuk
melengkapi kekurangan prasarana, misalnya; penertiban
dana CSR (corporate social resposibility) dan CD (community

development) untuk pemenuhan standar prasarana.
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Langkah yang dapat diambil misalnya dengan meningkatkan
peran swasta dalam upaya pemenuhan prasarana pendidikan.
Seperti diketahui di Kawasan Timur terdapat sektor-sektor
usaha swasta yang berskala nasional bahkan internasional.
Sektor-sektor usaha ini merupakan alternatif sumber
pembiayaan  prasarana. Diperlukan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR maupun CD baik
dalam mekanisme community relation yaitu berupa pemberian
dana langsung, community service yaitu  pembangunan/
penyediaan fasilitas pendidikan oleh perusahaan swasta seperti
penyediaan perpustakaan keliling, maupun community
empowerment  yaitu  pemberdayaan  guru, misalnya

memperbanyak pelatihan yang dibiayai pihak swasta.
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